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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama‟ Indonesia telah mengeluarkan 125 
fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Namun keputusan fatwa DSN-MUI 
memiliki kesan mensyariahkan transaksi yang dilakukan oleh ekonomi 
konvensional. Praktek-praktek konvensional yang telah biasa dilakukan masyarak 
banyak dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI yang kemudian menjadi praktek dalam 
industri keuangan syariah. Praktek-praktek konvensional tersebut diakui sebagai 
tradisi atau ‘urf tijari, hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan dan 
perkembangan jasa industri keuangan syariah. kebiasaan masyarakat 
menggunakan transaksi konvensional membuat masyarakat menilai bahwa 
ekonomi syariah sama dengan ekonomi konvensional dan hanya berbeda dalam 
hal istilah hal tersebut menimbulkan kesan bahwa fatwa DSN-MUI hanya 
mensyariahkan produk konvensional. Hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut 
mengenai bagaimana kebiasaan kemudian diakui sebagai ‘urf tijari serta 
bagaimana relevansi antara Fatwa DSN-MUI dan ‘urf tijari. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
dan menganalisa fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan 
studi pustaka (library research) dengan mengkaji lebih lanjut mengenai ‘urf 
dalam literatur buku serta keputusan fatwa DSN-MUI. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan DSN-MUI dalam 
menentukan sebuah kebiasaan sebagai ‘urf tijari dengan melihat penggunaan 
transaksi konvensional yang hampir digunakan oleh sebagian besar lembaga 
ekonomi konvensional dengan regulasi yang sudah ditetapkan serta unsur 
kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari disebabkan kebiasan transaksi 
yang telah dilakukan. ‘Urf tijari shahih merupakan ‘urf yang diperbolehkan oleh 
DSN-MUI dalam kegiatan bertransaksi. Relevansi ‘Urf tijari dalam fatwa DSN-
MUI sangat terlihat dari keputusan DSN-MUI yang berupa fatwa, seperti dalam 
fatwa mengenai uang muka, jaminan berupa bukti kepemilikan dan penundaan 
penyerahan objek jual yang dijustifikasi dari praktek-praktek konvensional. 
Ketiga hal tersebut merupakan contoh dari kebiasaan-kebiasaan transaksi yang 
menjadi pertimbangan fatwa sebagai ‘urf tijari shahih. Sedangkan ‘urf tijari fasid 
tetap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariah seperti 
denda dalam ekonomi konvensional dan transaksi-transaksi dalam jual-beli uang 
selain transaksi spot. Kesan mensyariahkan transaksi konvensional merupakan hal 
yang wajar terjadi karena kebanyakan fatwa DSN-MUI merupakan justifikasi dari 
praktek-praktek konvensional. Namun transaksi konvensional yang dijustifikasi 
oleh ekonomi syariah tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 
 
Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, „Urf tijari 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN2 
A. Konsonan 
ء = ‘ ز = z ق = q 
ب = b 
س = s ك = k 
ت = t 
ش = sy ل = l 
ث = ts 
ص = sh م = m 
ج = j 
ض = dl ن = n 
ح = h 
ط = th و = w 
خ = kh 
ظ = zh ھ = h 
د = d 
ع = ‘ ي = y 
ذ = dz 
غ = gh  
ر = r 
ف = f  
B. Vokal 
  َ - a 
  َ - 
i 
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D. Syaddah (  َ -) 
Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya  ّبطلا at-thibb. 
E. Kata Sandang (... لا) 
Kata Sandang (... لا) ditulis dengan al-... misalnya هعانصلا = al-shina’ah. 
al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 
F. Ta’ Marbuthah (ة) 
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A. Latar Belakang 
Islam agama yang ajarannya memiliki karakter rabani-universal-
kontekstual, Islam telah menyediakan sistem yang memiliki ciri khas 
untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, 
termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Sistem ini didapatkan oleh para 
ulama dari masa Rasulullah SAW, para Sahabat, tabi‟in dan Ulama yang 




Persoalan hukum mengenai muamalah tidak selalu tercantum secara 
tekstual dalam al-Quran dan Hadis. Namun terdapat prinsip-prinsip yang 
dapat dijadikan pedoman oleh para Ulama (Mujtahid) dalam berijtihad 
untuk menentukan hukum dari masalah-masalah baru yang berkembang 
seiringan dengan perubahan zaman. Hal tersebut menjamin eksistensi dan 
fleksibelitas syariah Islam akan tetap“solihun likulli zaman wal makan”, 
sesuai dengan setiap waktu dan tempat.
2
 
Majelis Ulama Indonesia berperan dalam menunjang perkembangan 
ekonomi syaria‟ah yang mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia 
serta telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan 
Syariah Nasional  guna menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang 
membutuhkan landasan hukum yang jelas. Hal ini sangat diperlukan untuk 
mencegah terjadinya akad dalam perbankan syari‟ah yang keluar dari 
koridor-koridor hukum Islam. Menyikapi persoalan-persoalan mengenai 
ekonomi syariah yang belum ada landasan hukum Islam secara jelas 
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ataupun terperinci, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa yang 
menjadi jawaban dari persoalan-persoalan baru tersebut. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan produk hukum yang 
dikeluarkan berdasarkan hasil ijtihad para Ulama yang ada di lingkungan 
MUI. Kedudukan fatwa sendiri dalam segi hukum tidak memiliki 
kedudukan yang sama dengan Perundang-undangan. Secara de jure 
Undang-undang bersifat mengikat maka Fatwa bersifat ghoiru mulzim. 
Namun secara de facto fatwa DSN-MUI bersifat mengikat.  
Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan 
jawaban serta solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari 
masyarakat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai 
rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa 
dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (al- 
fatwa fi haqiqi al-„ami adillah fi haqiqi al-mujtahid). Artinya kedudukan 




Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini 
telah mengeluarkan banyak sekali fatwa terkait transaki-transaksi yang 
telah digunakan maupun akan digunakan dalam industri jasa keuangan 
syariah. Hal ini sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum Islam 
terhadap diperbolehkan atau tidak suatu transaksi dalam industri jasa 
keuangan syariah. 
Fatwa adalah hasil dari sebuah ijtihad sekumpulan mujtahid. Dalam 
berijtihad, para mujtahid merumuskan cara atau metode yang digunakan 
dalam berijtihad. Ada beberapa macam metode ijtihad hasil rumusan dari 
para mujtahid. Diantaranya ada metode ijtihad khas yang digunakan oleh 
mujahid dan tidak digunakan oleh mujahid lain. Perbedaan ini 
berimplikasi pada hasil ijtihad seorang mujahid berbeda dengan mujahid 
yang lainnya. Beberapa metode ijtihad memang disepakati untuk 
menetapkan hukum yaitu; al-Quran, as-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas, namun 
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disisi lain ada perbedaan pendapat mengenai beberapa metode ijtihad yang 
dalam penggunaannya tidak disepakati. Beberapa metode ijtihad yang 
digunalkan dalam berijtihad yaitu; Istihsan, Maslahah al-Mursalah, 
Istishab, „urf, Syar‟u Man Qoblana, Madzhab Shahabi dan Zara‟i.4 
MUI merumuskan fatwa dengan berpedoman pada tata cara penetapan 
fatwa yang dibuat pertama kali pada tahun 1975. Pada periode 1975-1980 
dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi Fatwa dan 
dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Namun, atas dasar 
Sidang Pleno MUI pada 18 Januari 1986, prosedur penetapan fatwa 
dirubah; keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa 
selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk 
“Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua Umum 
dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI. 
Adapun dasar-dasar penetapan fatwa dapat dilihat dalam Pedoman 
Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan pada 2 Oktober 1997, yaitu 
keputusan fatwa harus didasarkan pada al-Quran, Sunnah mu‟tabarah dan 
tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika dasar keputusan fatwa 
tidak ditemukan di dalam al-Quran dan Sunnah mu‟tabarah, maka 
keputusan fatwa harus tidak bertentangan dengan ijma‟, qiyas yang 
mu‟tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, semisal istihsan, maslahah 
mursalah, dan sadd al-dhari‟ah.5 
 DSN-MUI telah mengeluarkan 125 fatwa terkait perkembangan 
ekonomi syariah. Dari 125 fatwa tersebut terdapat beberapa fatwa 
mengenai jasa keuangan syariah yang tidak bisa dikatakan sedikit telah 
berlaku dalam masyarakat, serta menjadi kebiasaan. Proses memutuskan 
fatwa-fatwa tersebut, DSN-MUI menjadikan kebiasaan tersebut sebagai 
„urf tijari, atau suatu kejadian atau hal yang telah berlaku dalam 
masyarakat yang melatar belakangi dikeluarkannya fatwa, serta memiliki 
                                                 
4
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, cet. 7 ( Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 345-346 
5
 Khozainul Ulum, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Pemikiran 






pengaruh pada hasil keputusan fatwa. Seperti yang telah disebutkan, 
bahwa „urf merupakan salah satu metode ijtihad yang dipakai mujtahid 
untuk berijtihad. Namun „urf dalam menjadi rujukan tidak bisa berdiri 
sendiri melainkan berdasarkan al-Quran dan Hadis. 
DSN-MUI telah menetapkan mayoritas fatwa untuk menjawab 
problematika dalam transaksi industri jasa keuangan syariah. Dalam 
rangka pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia, tidak 
sedikit cara-cara konvensional dalam menjalankan jasa industri keuangan 
diadopsi oleh jasa industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan cara-cara 
dalam menjalankan jasa industri keuangan secara konvensional sudah 
biasa digunakan oleh masyarakat serta dapat menguntungkan kedua belah 
pihak yang melakukan transaksi. Sebagai contoh; Masyarakat Indonesia 
mengenal adanya perkembangan dalam hal transaksi ekonomi dari 
ekonomi konvensional, terutama dalam hal perbankan. Perbankan 
konvensional sangat identik dengan adanya bunga. Hukum mengenai 
bunga bank memiliki beberapa pendapat. Sebagian ulama mengharamkan, 
menghalalkan dan sebagian lain memberikan hukum makruh pada bunga 
bank dengan alasan masing-masing. Perbankan syariah baru ada setelah 
perbankan konvensional telah mengisi mayoritas transaksi ekonomi di 
Indonesia. Perkembangan ekonomi konvensional sebagai transaksi yang 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia membeuat masyarakat terbiasa 
dengan adanya bunga (tambahan) sedangkan dalam firman Allah SWT 
surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: 
َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو 
 
“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” 
  Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual-beli adalah transaksi yang 
diperbolehkan sedangkan riba adalah perkara yang diharamkan. Riba 
merupakan tambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur. Hal ini 





pihak. Selain menambah keuntungan, adanya bunga digunakan untuk 
menjadi pelajaran bagi debitur dalam hal ekonomi. Kebiasaan 
masyarakat dalam bertransaksi dengan adanya denda finansial menjadi 
pertimbangan Dewan Syariah Nasional untuk memberikan keputusan 
kebolehan menarik ganti rugi jika terdapat salah satu pihak yang merasa 
dan memang dirugikan.  
Selain itu dalam hal jaminan, jaminan merupakan salah satu cara 
dari jasa industri keuangan konvensional untuk menjamin keamanan 
maupun kepercayaan antara kedua-belah pihak yang akan bertransaksi 
dan sudah sering digunakan serta menjadi kewajiban. Jaminan menjadi 
jalan untuk mempermudah suatu transaksi sehingga kedua-belah pihak 
saling merasakan keuntungan dari adanya jaminan tersebut. Dewasa ini 
jamina dalam melakukan transaksi hanya berupa bukti kepemilikan, 
sedangkan barang yang dijaminkan masih dapat diambil manfaatnya atau 
digunakan oleh orang yang memberikan jaminan. Hal tersebut dilakukan 
berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan atau tradisi 
dalam masyarakat. Namun fikih klasik menerangkan bahwasanya barang 
yang menjadi jaminan diserahkan kepada murtahin (orang yang 
menerima jaminan) dan menjadi kuasanya.  
Praktek-praktek konvensional telah menjadi hal biasa dikalangan 
masyarakat hingga menjadi suatu tradisi. Praktek-praktek konvensional 
tersebut diakui sebagai „urf tijari kemudian di justifikasi dalam fatwa 
DSN-MUI. Sebagian besar keputusan fatwa menyatakan praktek-praktek 
yang dilakukan dalam konvensional tidak dapat dibenarkan seluruhnya 
dan membuat akad atau transaksi dengan prinsip syariah yang hasilnya 
memiliki praktek tidak jauh dari praktek konvensional. Hal ini 
menandakan bahwa kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat 
Indonesia (ekonomi konvensional) digunakan juga dalam ekonomi 
syariah setelah adanya putusan fatwa DSN-MUI.   
 Penelitian ini akan memfokuskan pada keputusan fatwa-fatwa 





Kebiasaan atau‟urf  tidak diukur dari seberapa sering sesuatu tersebut 
terjadi, namun berdasarkan seberapa banyak orang telah mengenal 
sesuatu itu. „Urf  tijari tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan 
hukum Islam. Fatwa DSN-MUI tidak menjadikan „urf tijari sebagai 
landasan dalam memutuskan  fatwa yang akan ditetapkan. Namun dalam 
setiap keputusan fatwa dapat terlihat dengan jelas bahwa praktek-praktek 
konvensional telah melakukannya. Hal tersebut melatar-belakangi 
penulisan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan 
fatwa hanya membenarkan atau menjustifikasi kebiasaan transaksi dalam 
masyarakat dengan dalil-dalil yang ada dan bagaimana penetapan hukum 
terkait adanya „urf tijari. Pembahasan metode istinbath yang difokuskan 
adalah dalil-dalil naqli maupun aqli serta keberadaan „urf tijari yang 
terlihat dalam penetapan fatwa-fatwa tersebut. Serta untuk 
mengklarifikasi isu bahwa fatwa DSN-MUI yang memiliki peran sebagai 
lembaga yang semata-mata memberikan label syariah pada akad 
konfensional.      
Dengan meneliti „urf tijari dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dapat 
diketahui juga proses pembuatan suatu produk hukum fikih berdasarkan 
metode istinbath tertentu berbentuk fatwa. Selanjutnya dapat diketahui 
relevansi antara kebiasaan masyarakat dan keputusan Fatwa DSN-MUI. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik membahas persoalan ini lebih 
dalam judul “Eksistensi „Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Analisis Relefansi Fatwa dan „Urf 
Tijari )”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah keberadaan dan eksistensi fatwa-fatwa 
yang berhubungan dengan „urf tijari. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 





1. Bagaimanakah suatu kebiasaan dalam transaksi dapat dikatakan sebagai 
„urf tijari dalam Fatwa DSN-MUI? 
2. Bagaimanakah relevansi keputusan Fatwa DSN-MUI dengan „urf tijari? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang secara spesifik hendak dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan DSN-MUI dalam menilai suatu 
kebiasaan yang telah dipakai dalam sebuah transaksi sebagai „urf 
tijari. 
2. Untuk mengetahui relevansi keputusan Fatwa DSN-MUI dengan „urf 
tijari. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana suatu 
kebiasaan dapat disebut dengan‟urf tijari dalam keputusan fatwa 
DSN-MUI, serta relefansi keputusan dari fatwa dengan „urf tijari. 
2. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai apa itu „urf 
tijari serta fatwa apa saja yang memiliki relefansi dengan „urf tijari. 
E. TINJAUAN PUSTAKA 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan memperhatikan hasil dari beberapa 
penelitian, tidak ditemukan penelitian yang membahas mengenai 
eksistensi „urf tijari dalam fatwa DSN-MUI. Namun banyak ditemukan 
penelitian yang membahas mengenai Fatwa DSN-MUI serta mengenai 
metode istinbath hukum Islam. Di antara beberapa penelitian tersebut 
yaitu: 
1.  Penelitian laporan individual yang dilakukan oleh Afif Noor dengan 
judul “Inconsistency Of Norm Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majlis Ulama‟ Indonesia (Studi Tehadap Fatwa DSN MUI NO. 
07/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN- 





norm dalam fatwa merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan dalam 
rangka menunjukkan kemaslahatan sesuai dengan maqasid syari‟ah.6 
2. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan 
Syari‟ah Nasional No. 31/DSN MUI/Vi/2002 Tentang Pengalihan 
Utang”. Dibuat oleh Apriliya Shofiyati, mahasiswa UIN Walisongo 
Semarang. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fatwa Dewan Syari‟ah 
Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu 
pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke 
LKS (Lembaga Keuangan Syari‟ah) dengan cara akad qardh, 
murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi  al-tamlik. 
Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai  dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah  ditentukan oleh syari'at Islam. Dalam 
menetapkan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.31/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang menggunakan metode 
istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan 
kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 
31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan 
secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil 
tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermu‟amalah.7 
3. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan 
Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 
Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, oleh 
Muntholib dari Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi 
ini menjelaskan tentang latar belakang  lahirnya fatwa DSN-MUI 
tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah 1) Bahwa transaksi 
jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan 
dengan cara pembayaran tidak tunai; 2) Bahwa transaksi jual beli 
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emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan 
perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang 
membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan; 3) Adanya 
surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega 
Syari‟ah No.001/BSM/DPS/I/10. Serta sumber hukum yang dipakai.8 
4. Skripsi yang berjudul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang 
Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar (Hedging Syariah) 
Studi Atas Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015”, dibuat oleh Irwandi 
Vidi Rianto Zulfa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo tahun 
2016. Skripsi ini membahas mengenai fatwa DSN-MUI yang hasilnya 
bertentangan dengan ijtima‟ ulama seluruh dunia di bawah OKI No. 
65 tentang pasar modal. Hasil dari skripsi tersebut menyatakan bahwa 
transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar memang diperlukan 
dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar 
serta mendukung pemerintah dalam perbankan syariah. Namun dalam 
istinbath hukumnya dalil-dalil yang digunakan bersifat umum dan 
beberapa pendapat ulama dengan ketentuan meminimalisir bahaya.
9
  
5. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN             
-MUI No: 41/ DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijaroh”, 
oleh Sulistiyowati Saputro dari Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan umum 
istidlal serta obligasi, profil DSN-MUI serta menganalisis mengenai 
pengambilan dalil-dalil yang memperbolehkan obligasi syariah ijarah 
yang kemudian menjadi Fatwa DSN-MUI No: 41/ DSN-MUI/III/2004 
Tentang Obligasi Syariah Ijaroh. Skripsi ini disusun dengan latar 
belakang perbedaan hasil fatwa dengan keputusan Majma‟ mukhtamar 
al fiqh al-Islamy di jeddah. Jika fatwa memperbolehkan obligasi 
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berkebalikan dengan majma‟ mukhtamar di Jeddah yang tetap 
mengaharamkan obligasi. Oleh kaena itu penyusunan skripsi ini 
berfokus pada pengambilan dalil dari segi pendapat ulama yang di 
ambil sebagai pertimbangan keputusan fatwa oleh DSN-MUI. Dalam 
kesimpulannya penulis beranggapan bahwa pengambilan ijma‟ dengan 
cara seperti itu kurang tepat, karena ijma‟ haruslah kesepakatan 
ulama‟ sekarang.10 
6. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran 
Hukum Islam Di Indonesia” dibuat oleh Khozainul Ulum dari 
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lampung. Jurnal ini 
membahas mengenai latar belakang adanya fatwa MUI serta 
penunjang dalam pembiayaan operasionalnya. Jurnal ini juga 
membahas mengenai fatwa MUI yang tidak bisa lepas dari kondisi 
sosio-politik. Dan metodologi yang dipakai dalam fatwa MUI dalam 
merumuskan fatwa adalah etletik.
11
 
7. „„Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam” adalah 
sebuah judul dari jurnal yang dibuat oleh Sucipto sebagai Dosen dari 
Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Membahas mengenai 
„urf. Beliau menganggap „urf adalah hal penting karena banyaknya 
perbedaan atau keberagaman budaya Indonesia yang berbeda dengan 




Penelitian-penelitian di atas membahas mengenai Fatwa DSN-MUI. 
Dari segi pengambilan dalil-dalil dalam mengeluarkan fatwa serta 
perbedaan hasil dari dua fatwa dalam satu bidang. Penulis belum 
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menemukan penelitian yang berusaha mengkaji secara dalam mengenai 
eksistensi „urf tijari dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.  
Adapun penelitian mengenai „urf tijari penulis belum menemukan. 
Hanya saja ada sebuah penelitian yang membahas mengenai „urf  secara 
umum sebagai salah satu metode dan sumber hukum Islam. Sedangkan 
penelitian yang berfokus pada „urf tijari belum ditemukan. 
E. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan ( library 
reseach), sehinga dalam penulisan penelitian ini akan berfokus pada 
pengkajian serta penelaahan yang berhubungan dengan tema 
penelitian yaitu; eksistensi „urf tijari dalam keputusan fatwa DSN-
MUI.   
2. Sumber Hukum 
Penelitian ini menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder 
maupun tersier. Bahan hukum primer mengacu pada norma, kaedah-
kaaedah hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
tema penelitian yaitu mengenai eksistensi „urf dalam ijtihad berbentu 
fatwa oleh DSN-MUI. Bahan hukum sekunder antara lain berupa buku 
yang berkaitan dengan penelitian yang berbentuk hasil penelitian, 
karya ilmiah dan artikel-artikel. Penelitian ini menggunakan teori 
ushul fiqih untuk memahami lebih dalam pokok permasalahan.  Bahan 
hukum tersier berupa kamus-kamus yang digunakan untuk membantu 
memahami suatu kata yang membantu memahami bahan hukum 
primer dan sekunder. 
3. Metode Pengumpulan Data 
   Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data 
dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel,  tapi peneliti  









  Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka (library reseach). Pengumpulan data dalam studi 
pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menulusuri, memeriksa, 
mengkaji data-data yang ada.
14
 Data dalam penelitian ini merupakan 
data yang berkaitan dengan tema penelitian meliputi; peraturan 
perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, karya ilmiah serta hasil-
hasil penelitian. 
4. Metode Analisis Data 
Metode Penelitian kualitatif menurut Sugiyono yang dikutip oleh 
Suteki adalah merupakan metode analisis yang berlandaskan pada 
filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 
alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian 
kualitatif akan lebih menekankan makna.
15
 Dalam penelitian ini 
metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif 
dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang ada. 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 
 Alur pembahasan dibuat dalam lima bab. Setiap bab memiliki sub-
bab yang akan menjadi rincian dari materi pembahasan. Dalam 
rangka mempermudah pemahaman terhadap alur pembahasan, maka 
sistematika penulisan perlu diketahui sebagai berikut. 
Bab Pertama, membahas mengenai latar belakang diambilnya 
judul dalam penelitian ini berdasarkan fakta yang terjadi. Latar 
belakang merupakan suatu pokok untuk menentukan rummusan 
masalah, tujuan dan manfaat suatu penelitian. Menghindari adanya 
                                                 
13 
Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam 
Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47. 
14
Suteki,  Metodologo Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek), (Depok; Raja 
Grafindo, 2018), hlm.217  
15





plagiatisme sangatlah penting sehingga kajiaan pustaka perlu 
dilakukan dalam penelitian ini. 
Bab kedua berisi berbagai hal yang akan menjelaskan secara rinci 
mengenai „urf meliputi pengertian „urf , urgensi „urf dalam nash al-
Quran dan Hadis,kedudukan dan legalitas „urf dalam ijtihad, macam-
macam „urf, kriteria „urf yang shohih, pembenturan dalam „urf, 
perubahan hukum sebab urf dan kaidah-kaidah dalam „urf.  
Bab ketiga berisi tentang berbagai hal yang akan menjelaskan 
secara rinci mengenai fatwa DSN-MUI yang meliputi pengertian, 
profil DSN-MUI, pedoman penetapan serta mekanisme pengeluaran 
fatwa dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, dan „urf tijari dalam Fatwa 
DSN-MUI. 
Bab keempat berisi analisis terhadap eksistensi „urf tijari dalam 
keputusan fatwa DSN-MUI dan analisis terhadap relevansi „urf tijari 
dalam fatwa DSN-MUI. 
 Bab kelima berisi penutup yang yang terdiri dari kesimpulan 





‘URF SEBAGAI SALAH SATU METODE IJTIHAD 
 
A. Pengertian ‘Urf 
Kata „urf berasal dari fiil madhi dan mudhore‟ فرع-فرعي  yang sering 
diartikan dengan al-ma‟ruf (sesuatu yang diketahui atau dikenal).1 Ulama 
ushul fikih membedakan anatara  adat dan „urf´dalam membahas 
kedudukannya sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan 
hukum syara‟. „Urf yang dimaksud dalam ushul fiqih adalah2: 
 اْو ُفَر اَع َت ٌظْفَلَْوأ ، ْمُه َن ْ ي َب َعاَش ٍلْعِف ِّلُك ْنِم ِوْيَلَعاْوُراَسو ُساَّنا ُهَداَتْعَاام ِّصاَخ َنَْعَم ىَلَع ُوََقلاْطِإ   
  ِوِعَاِسِ َدْنِع َُهر ْ يَغ ُرَداَبَت َي لاَو ُةَغُّللا ُوَفََّلَأت لا  
Artinya: “„Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus 
menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi menyebar 
(berlaku) di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz 
dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang 
dimaksud berlainan.” 




لوبقلاب ةميلسلا عابطلا وتقلتو لوقعلا ةهج نم سوفنلا فىرقتساام 
Artinya: “Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya 
oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.” 
Dengan mempertimbangkan adanya persamaan maupun perbedaan 
antara adat dan „urf, pengertian adat secara istilah yaitu suatu perbuatan 
yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati bersama. Dari 
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pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adat memiliki 
makna; sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara 
berulang-ulang baik hal tersebut dilakukan secara individual maupun 
secara kelompok yang muncul dari kecenderungan pola berpikir, tabiat 
ataupun berasal dari keinginan yang tumbuh dari hawa nafsu, dan 
rusaknya budi pekerti. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 
antara „urf dan adat tidak memiliki perbedaan jika di tinjau dari segi 
makna. Maka dari itu dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber 
hukum „urf dan adat tidak memiliki perbedaan khusus. Dalam pengertian 
yang telah disebutkan membuat suatu adat dan „urf mengandung tiga 
unsur sebagai berikut: 
4
 
1. Suatu hal yang dilakukan oleh seseorang secara individu dalam 
kehidupan pribadinya seperti kebiasaan makan, minum dan bercerita. 
Hal ini dinamakan al-adat al-fardiyyah. 
2. Suatu hal yang dilakukan oleh suatu kelompok dan sebagian besar dari 
masyarakat yang muncul dari perkembangan pola pikir manusia. Hal 
ini disebut sebagai „urf oleh sebagian Ulama‟. 
3. Suatu perkara yang dilakukan secara terus menerus dan berasal dari 
tabiat seseorang, seperti cepatnya baligh dan masaknya buah di negara 
yang panas. 
 „Urf (kebiasaan masyarakat) yang menjadi rujukan sebuah fatwa 
adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah 
tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka baik hal tersebut 
dilakukan sepanjang masa maupun dilakukan pada waktu tertentu. Kata 
“sesuatu” dapat mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; 
mencakup pula sesuatu tersebut berupa ucapan (qauliy) atau sesuatu 
tersebut berupa perbuatan (fi‟liy). Ungkapan “masyarakat” mengeklusi 
(menyingkirkan) kebiasaan yang hanya dilakukan individual dan 
kebiasaan yang hanya dilakukan kelompok kecil. Ungkapan “daerah 
tertentu” menunjuk pada „urf „amm. Contohnya ialah5: 
1. Mudarabah,  yang menjadi „urf masyarakat Baghdad; 
2. Qirad, yang menjadi „urf masyarakat Hijaz; 
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3. Bai‟u al-salam, yang menjadi „urf masyarakat Hijaz; 
4. Bai‟u al-istisna‟, yang menjadi „urf masyarakat Hijaz. 
B. Urgensi ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam 
Pada dasarnya, semua ulama menyetujui al-‟urf ash-shahihah sebagai 
salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat 
perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam 
hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak 
menggunakan „urf dari pada ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah. Adapun 
dalil hukum yang menguatkan adanya „urf sebagai salah satu sumber 
hukum antara lain: 
1. Firman Allah SWT pada surah al-A‟raf ayat 199: 
ينِلِىَاْلْا ِنَع ْضِرَْعأَو ِفْرُعْلِاب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ 
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang 
mengerjakan ma‟ruf, serta berpalinglah dari orang-orang 
bodoh.” 
Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, 
menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran 
dengan kekasaran. Dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat 
setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. 
Karena itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama.
6
 
Dengan memahami ayat ini, kebiasaan masyarakat sangatlah 
penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan 
hukum. Kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tidak bisa dipaksakan 
pada daerah lain. Seperti cara walisongo berdakwah menyebarkan 
agama islam. Mereka tidak memaksakan budaya Arab masuk ke 
Indonesia dengan mengganti secara keseluruhan. Namun mereka 
justru membuat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Indonesia 
tetap dilakukan dengan menyelipkan aturan-aturan hukum Islam di 
dalamnya. 
2. Firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 233: 
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 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو 
Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara ma‟ruf.” 
Ayat ini menujukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada 
seorang suami itu sesuai dengan yang sudah ma‟ruf (sudah berlaku 
sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi seorang 
perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada 
perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada 
umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang 




3. Firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 89: 
 َنَاْيَْْلْا ُُتُْد َّقَع َابِ ْمُُكذِخاَؤ ُي ْنِكََٰلَو ْمُكِنَاْيْأ فِ ِوْغَّللِاب ُوَّللا ُمُُكذِخاَؤ ُي َلا 
Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu yang tidak maksud  (untuk bersumpah), tetapi 
Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang 
kamu sengaja.” 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang 
disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai 
sumpah, tetapi Dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan 
dengan sengaja, yakni yang sesuai ucapan dengan maksud hati 
pengucapnya.
8
 Maksud kalimat “sumpah-sumpah yang tidak 
dimaksud sebagai sumpah” yaitu kebiasaan sesorang mengucapkan 
lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah 
tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpa yang 
dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi 
pertimbangan dalam menentukan suatu hukum. 
                                                 
7
Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam, cet.1, 
(Malang: UB Press, 2017), hlm. 150  
8





4. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika 




 لوسرلا لاقﷺ(:فورعلماب كدلوو كيليام نايفس بىا لام نم ىذخ)   
Artinya: “Rasulullah SAW bersbada: (Ambilah dari harta Abu Sufyan 
secukup keperluanmu dan anakmu menurut „urf.) 
 Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya „urf.  hal 
ini disebabkan oleh Rasullah SAW memperbolehkan Hindun 
mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafqah. 




5. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas‟ud: 11 
 َدْنِع َوُه َف اًئِّيَس َنوُمِلْسُمْلا ىَأَر اَمَو ،ٌنَسَح ِوَّللا َدْنِع َوُه َف ،اًنَسَح َنوُمِلْسُمْلا ىَأَر اَمَف
 ٌئِّيَس ِوَّللا 
Artinya: “Sesuatu yang di nilai baik oeh kaum muslimin adalah baik 
di sisi Allah dan sesuatu yang di nilai buruk maka ia buruk 
di sisi Allah.” 
Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud tersebut, baik dari segi redaksi 
maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik 
yang berlaku dalam masyarakat muslim sejalan dengan hukum syara‟, 
adalah sesuatu yang juga baik di sisi Allah. Begitupula kebiasaan-
kebiasaan buruk yang berlaku dalam masyarakat dan tidak sejala 
dengan hukum syara‟, adalah juga sesuatu yang buruk di sisi Allah. 
C. Kedudukan ‘Urf Di Antara Dalil-Dalil Hukum 
Jika keberadaan „urf kembali pada kepentingan umum yang di anggap 
sebagai maslahah, maka kedudukan „urf dalam dalil-dalil hukum berada 
setelah nash, ijma‟, dan qiyas. Oleh sebab itu ketika ada seorang mujtahid 
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yang berijtihad untuk menentukan suatu hukum namun tidak dapat sampai 
pada keputusan hukum hanya dengan salah satu dari tiga sumber yang 
telah disebutkan maka mujtahid dapat memutuskan hukum dengan 
mencari dan menemukan „urf shahih yang telah dilakukan dan terkandung 
di dalamnya kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila seorang mujtahid 
tidak dapat menemukan „urf maka mujtahid tersebut harus mencari jalan 
keluar dengan menimbang keberadaan maslahat dalam masyarakat. Maka 
seorang mujtahid dapat menetapkan atau mencegah suatu hukum dengan 




Adapun penggunaan „urf sebagai salah satu sumber hukum jika dilihat 
dari keadaan „urf tersebut shohih atau fasid dan bertentangan atau tidak 
dengan nash-nash al-Quran maka terdapat bebepara hasil sebagai berikut: 
1. Apabila „urf tersebut jelas termasuk „urf shahih maka menjadikannya 
sebagai sumber hukum diperbolehkan. 
2. Apabila „urf tersebut jelas mafsadatnya maka menjadikannya sebagai 
salah satu sumber hukum tidak diperbolehkan (dicegah). 
3. Apabila „urf berselisih dengan nash secara keseluruhan maka „urf 
tersebut tergolong fasid sehingga tidak berlaku. 
4. Apabia „urf berselisih dengan nash namun hanya sebagian maka 
nashlah yang dipakai, dengan tetap melihat sebagian yang sesuai 
dengan nash kemudian di ambil. Hal ini lebih di kenal dengan istihsan. 
D. Kedudukan dan Legalitas ‘Urf dalam Ijtihad 
„Urf dalam ushul fikih menjadi sumber hukum melengkapi al-
Quran, al-Hadis, Ijma‟,dan Qiyas. „Urf  menjadi sumber hukum 
pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi al-Quran dan al-
Hadis yang memberikan legalitas kepada „urf sebagai sumber hukum yang 
bisa menetapkan (istinbat) hukum. „Urf sebagai sumber hukum tidak 
hanya dalam islam tetapi juga dalam perundang-undangan konvensional 
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modern. Fikih menyebutkan, „urf sebagai landasan hukum dari berbagai 
masalah kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika menurut 




Mengenai pemakaiannya, „urf adalah sesuatu yang telah menjadi 
kebiasaan bagi masyarakat baik dari kalangan mujtahid atau bukan dari 
kalang mujtahid. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf 
dapat berubah karena perubahan „urf tersebut atau perubahan waktu, 
tempat dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal tersebut dengan 
kenyataan bahwa, Imam Syafi‟iy ketika beliau di Iraq memiliki perbedaan 
pendapat dengan pendapatnya sendiri setelah pindah ke Mesir. Di 
kalangan ulama, pendapat Imam Syafi‟iy ketika di Iraq di sebut qaul 
Qadim, sedangkan pendapat Imam Syafi‟iy ketika di Mesir di sebut qaul 
Jadid. Contoh qaul Qadimnya: air satu kulah jika terkena najis masih 
boleh digunakan bersuci. Qaul Jadidnya: air satu kulah jika terkena najis 
tidak boleh dipakai bersuci.
14
 
Para Imam Madzhab menjadikan „urf sebagai pondasi untuk 
membangun kehidupan bersama dengan memperhatikan kemaslahatan. 
Bahkan Imam Hanafi pernah menolak qiyas untuk memutuskan suatu 
hukum agar dapat mempertahankan „urf tradisi masyarakat yang diyakini 
akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula dengan Imam Malik yang 
menjadikan „urf  sebagai salah satu sumber hukum Islam yang valid dan 
dapat dijadikan paradigma dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. 
Baginya, ada tiga „urf yang dapat dijadikan dasar hukum; praktik 
penduduk Madinah; praktik ahli hukum fiqih di Madinah; dan praktik para 
pemegan otoritas hukum fiqih. Walaupun Imam Syafi‟i menentang „urf, 
tetapi al-Khatib al-Baghdadi sebagai salah satu pengikutnya justru 
menjadikan „urf sebagai landasan ijtihadnya daam membentuk hukum 
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fiqih. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa seorang mufti harus 
memperhatikan tradisi dalam masyarakat secara mendalam agar dapat 
mengambil keputusan dengan tepat.
15
 
Konsepsi „urf tersebut menjadi gagasan dan inspirasi bagi ulama 
fqih di Indonesia salah satunya KH Abdurahman Wahid. Beliau 
berpandangan bahwa fiqih itu harus berwawasan dan berakar pada sejarah 
dan budaya tempat tersebut. Fiqih bukanlah ideologi yang berhadapan 
dengan kelompok lain, tapi fiqih berperan sebagai transformatif. Fiqih 
melakukan kerja transormatifnya sendiri dengan kesadaran transformatif 
tanpa nama. Pandangan duia fiqih sudah jelas, yakni mengakomodasi 
keadaan yang aktual dan plural yang ada selama membawa kemaslahatan 
masyarakat. 
E. Macam-Macam ‘Urf 
Penggolongan macam-macam „urf itu dapat dilihat dari beberapa segi: 
1. Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan, „urf dibagi dua macam16: 
a. „Urf Qauliy (لىوق), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 
menggunakan kata-kata ataupun ucapan. Kata waladun (دلو) secara 
eimologi artinya”anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau 
perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk laki-laki karena tidak 
ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan yang biasanya 
ditandai dengan tanda khusus perempuan (muannats). Penggunaan 
kata walad untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam al-
Quran, seperti dalam surah an-Nisa ayat 11-12. Seluruhkata walad 
yang terdapat dalam kedua ayat tersebut mengandung arti anak 
laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari 
orang Arab, kata walad itu hanya digunakan untuk laki-laki dan 
tidak untuk perempuan;sehingga dalam memahami kata walad 
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kadang digunakan „urf qauli tersebut. Sebagai contoh dalam surah 
an-Nisa ayat 176: 
 ِةَلَلاَكْلا فِ ْمُكيِتْف ُي ُوَّللا ِلُق َكَنوُتْف َتْسَي  ۚ  اَهَل َف ٌتْخُأ ُوَلَو ٌدَلَو ُوَل َسَْيل َكَلَى ٌؤُرْما ِنِإ
 َكَر َت اَم ُفْصِن  ۚ  ٌدَلَو َاَلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ اَه ُِثَري َوُىَو  ۚ  اَّمِ ِنَاثُلُّ ثلا اَمُهَل َف ِْين َتَن ْثا اَت َناَك ْنَِإف  
 َكَر َت  ۚ  
Artinya: “Mereka meminta fatwa padamu (tentang kalalah). 
Katakanlah: Allah memberi fatwa tentang kalalah: jika 
seorang meningal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 
dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 
saudara perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika 
ia tidak mempunyai anak;tetapi jika saudara 
perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal.” 
Melalui penggunaan „urf qauliy, kata kalalah (ةللاك) dalam 
ayat tersebut adalah orang yang tidak meninggalkan anak laki-
laki. Dalam hal ini, dengan pemahaman „urf qauliy, anak laki-laki 
dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan 
tidak dapat. 
Kata lahmun (ملح) artinya adalah daging, baik dari sapi, 
domba maupun ikan. Pengertian umum lahmun yang berarti ikan 
terdapat dalam surah an-Nahl ayat 14: 
اوُلُكْأَِتل َرْحَبْلٱ َر َّخَس ىِذَّلٱ َوُىَو  ۚ اًمَْلح ُوْنِم  
Artinya: “Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu 
dapat memakan ikannya yang segar.” 
Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari orang 
Arab, kata lahmun tidak diartikan sebagai daging ikan. Jadi jika 
ada orang Arab bersumpah bahwa dia tidak akan makan daging 
(lahmun), tapi kemudian ia memakan daging ikan maka dia tidak 





b. „Urf Fi‟ly / „Amaly  (ىلمع|ىلعف), yaitu kebiasaan yang berlaku 
berbentuk perbuatan. Sebagai contoh; jual-beli barang-barang 
yang murah atau kurang begitu bernilai. Antara penjual dan 
pembeli cukup menyerahkan barang yang dibeli, kemudian 
pembeli membayar harga barang tersebut tanpa ucapan transaksi. 
Hal ini boleh dilaskukan karena tidak menyalahi akad dalam jual-
beli serta telah menjadi kebiasaan dalam bertindak. 




a. „Urf „Amm atau disebut dengan „urf umum, yaitu kebiasaan yang 
berlaku secara umum tanpa terkecuali. Contohnya yaitu 
mengangguk tanda menyetujui yang menjadi kebiasaan di seluruh 
dunia. 
b. „Urf Khoss atau disebut dengan „urf yang khusus, yaitu kebiasaan 
yang berlaku di lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan 
yang lain. Mislanya kata “pejabat” di Indonesia diartikan untuk 
orang, sedangkan di Malaysia di artikan untuk tempat. 
3. Ditinjau dari segi keabsahannya „urf di bagi menjadi dua18: 
a. „Urf Shahih adalah kebiasan yang telah dilakukan oleh suatu 
masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟ , tidak 
menghalalkan yang haram dan tidak menghilangkan apa yang telah 
diwajibkan. Sebagai contoh; kebiasaan melakukan akad ishtisna‟, 
kebiasaan meberikan mahar dalam dua waktu (awal dan akhir), 
kebiasaan untuk tidak membawa mempelai wanita  kepada 
mempelai pria sebelum mempelai wanita mendapatkan bagian dari 
mahar yang diberikan, dan kebiasaan memberikan hadiah pada saat 
lamara dan tidak dihitung sebagai mahar. Adapun hukum dari „urf 
shahih yaitu wajib diperhatikan dalam perundang-undangan atau 
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fatwa yang dibuat oleh mujtahid dan wajib diperhatikan oleh hakim 
ketika memutuskan suatu perkara dalam pengadilan. Maka selagi 
„urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syariat 
mempertimbangkan keberadaan „urf adalah suatu kewajiban. 
b. „Urf Fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, 
namun keiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara‟, 
menghalalkan perkara haram, dan menghilangkan perkara yang 
telah diwajibkan. Sebagai contoh; kebiasaan menggunakan harta 
anak yatim untuk diri sendiri, kebiasaan memakan riba, dan 
kebiasaan menggunakan akad yang mengandung unsur perjudiaan. 
Adapun hukum „urf fasid adalah tidak ada kewajiban untuk 
memperhatikannya dan membuatnya sebagai pertimbangan seorang 
mujtahid dalam berijtihad dan seorang hakim dalam memutuskan 
perkara. 
F. Kriteria ‘Urf Shahih 
Dari pembagian „urf yang telah dipaparkan, „urf shahih memiliki 
beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu „urf atau kebiasaan 
itu menjadi sumber hukum dalam fatrwa, ketentuan bisnis dan keuangan 
islam. Kriteria yang dimaksud adalah:
19
 
1. „Urf atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan 
oleh sebagian masyarakat. Yang di maksud dengan berturut-turut 
yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan 
masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat 
kehamilan memasuki bulan ke-empat. 
2. „Urf yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Yang 
di maksud dengan timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa 
kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika 
tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. 
Misalnya lafal fisabilillah dalam ayat masharif al-zakat di maknai 
dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program 
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yang memiliki manafaat baik (diartikan sesuai dengan „urf saat itu). 
namun jika kemudian „urf itu berganti maka penafsiran lafal 
fisabilillah tetap dengan ‟urf yang berlaku saat nash diturunkan. 
3. „Urf tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah 
fikih yan artinya; semua yang telah di kenal dengan „urf seperti yang 
disyaratkan karena suatu syarat. 
4. „Urf tidak menyalahi nash syar‟i. Apabila „urf yang dimaksud tidak 
sesuai atau bertentangan dengan nash syar‟i atau prinsip-prinsip 
syariah maka „urf itu menjadi tidak berlaku. 
G. Pembenturan Dalam ‘Urf 
Dalam pembahasan mengenai „Urf  terdapat beberapa bentuk 
pertentangan yang memiliki hukum-hukum tertentu, sebagai berikut
20
: 
1. Pembenturan „Urf Lafdzi dengan Penggunaan Syara‟ 
Pembenturan „urf dan syara‟ yang di maksud di sini adalah 
perbedaan penggunaan dalam segi „urf lafdzi dan dalam segi syara‟. 
Hal ini juga lebih di rincikan lagi dengan pembenturan yang 
berhubungan dengan hukum dan yang tidak berhubungan dengan 
hukum: 
a. Bila pembenturan „urf dan syara‟ itu tidak berhubungan dengan 
materi hukum, maka didahulukan „urf. Sebagai contoh; kata karpet 
(kursi), atap dan penerang dalam pemakaiannya secara syara‟ 
berkesinambungan dengan bumi, langit dan matahari. Namun 
makna yang di maksud secara syara‟ tersebut tidak berhubungan 
dengan hukum. Oleh sebab itu maka jika ada seorang laki-laki yang 
bersumpah tidak akan pernah duduk di atas kursi, atau di bawah 
atap atau di bawah penerangan maka maknanya di samakan sesuai 
dengan tujuan laki-laki tersebut. Jika laki-laki tersebut bersumpah 
untuk tidak akan duduk di bawah atap (seperti rumah) maka jika 
dia duduk di bawah langit terbuka, dia tidak dianggap telah 
melanggar sumpahnya. Hal itu dikarenakan dalam pembenturan 
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„urf dan syara‟ yang tidak berhubungan dengan hukum, 
didahulukun „urf. 
b. Bila pembenturan „urf dan syara‟ itu berhubungan dengan hukum, 
maka didahulukan pemakaian syara‟ atas „urf. Sebagai contoh; kata 
salat dalam pemakaian syara‟ yaitu salat yang telah diketahui 
(seperti salat lima waktu) dan hal ini berhubungan dengan hukum. 
Kemudian dalam pemakaian „urf kata salat yaitu doa secara murni 
(memohon kepada Allah tanpa syarat-syarat tertentu), dalam hal ini 
pemakaian syara‟ lebih didahulukan. Oleh sebab itu ketika ada 
seorang yang bersumpah tidak akan salat maka makna salat yang 
dipakai yaitu makna salat secara syara‟ karena pemakaiannya lebih 
didahulukan dari pada pemakaian „urf. 
2. Pembenturan antara „urf („urf qauli) dengan penggunaan kata dalam 
pengertian bahasa 
Dalam pembenturan antara pemakaian „urf qauli dan pemakaian 
kata dalam bahasa memiliki beberapa perbedaan pendapat; Menurut 
ulama‟ madzhab Hanafiyah, Malikiyyah dan sebagian kecil dari 
ulama‟ madzhab Syafi‟iyyah berpendapat bahwa „urf qauli lebih 
didahulukan dari pada pemakaian kata dalam bahasa jika kedua hal 
tersebut berbenturan. Sedangkan menurut sebagian besar ulama 
madzhab Syafi‟iyyah pemakaian kata dalam bahasa lebih didahulukan 
dari pada pemakaian „urf. Namun menurut ulama madzhab Hanabilah 
pemakaian „urf lebih didahulukan jika „urf tersebut memang benar-
benartelah jelas dan diketahui banyak orang. Namn jika „urf tersebut 
belum jelas dan kurang diketahui masyarakat maka dalam 
pemakaiannya sebagian mendahulukan „urf dan sebagian lagi 
mendahulukan kata dalam bahasa (khilaf). 
Sebagai contoh dari pendapat yang lebih mendahulukan pemakaian 
„urf dari pada pemakaian kata dalam bahasa yaitu: 
a. Jika seorang pemuda bersumpah untuk tidak akan memakan 





pemakaian bahasa. Dalam bahasa istilah “kepala” memiliki 
makna untuk semua kepala sedangkan dalam „urf qauli istilah 
“kepala” memiliki makna kepala dari hewan ternak. Maka 
sumpah pemuda itu dianggap palsu kecuali berlaku dalam makna 
kepala dari hewan ternak. 
b. Jika seorang pemuda dari Yaman bersumpah untuk tidak 
memakan roti. Keadaan ini memunculkan pertentangan dari ahli 
Yaman. Istilah “roti” secara bahasa bermakna semua macam roti, 
namun menurut orang Yaman istilah “roti” hanya terbatas yang 
berbahan dasar tepung. Maka sumpah pemuda Yaman tersebut 
tidak dianggap kecuali hanya dalam lingkup roti yang terbuat dari 
tepung. 
c. Jika seseorang berwasiat kepada qura‟, yang diartikan sebagai 
orang-orang yang membaca al-Quran tanpa menghafalnya 
menurut pemakaian kata dalam bahasa, sedangkan menurut „urf 
qauli “qura” yaitu orang yang membaca al-Quran serta 
menghafalnya. Maka jika pemakaian „urf qauli lebih didahulukan, 
penerima wasiat yaitu orang-orang yang memaca al-Quran serta 
menghafanya. 
d. Jika ada orang yang bersumpah tidak akan memakan sate bakar 
yang secara bahasa bermakna semua macam sate bakar namun 
secara „urf istilah “sate bakar” bermakna sate daging. Jika „urf 
qauli lebih didahulukan, maka orang tersebut tidak dianggap 
bersumpah kecuali hanya memakan sate daging. 
3. Pembenturan „urf khoss dan „urf „amm. maka pertentangan anatara 
kedua hal tersbut memiliki dua tingkah: 
a. Jika „urf tersebut susuai dengan syara‟. Namun antara „urf khoss 
dan „urf „amm bertentangan, mayoritas „Ulama‟ berpendapat 
bahwa „urf khoss dapat dijadikan pertimbangan walaupun „urf 





1) Jika seorang laki-laki terbiasa bekerja pada malam hari dan 
kembali ke rumah pada siang hari seperti satpam dll. Maka 
pembagian waktu di antara istri-istrinya dilakukan pada siang 
hari walaupun menurut „urf „amm pembagiaan waktu untuk 
beberapa istri yaitu pada malam hari. 
2) Jika adat suatu kaum yaitu menanam tumbuhan pada malam 
hari dan memasukkan hewan ternak pada siang hari, maka 
adat tersebut tetap dipertimbangkan walaupun adat tersebut 
bertentangan degan „urf „amm. 
b. Jika „urf tersebut melewati batasan syariat. Maka „urf khoss tidak 
menjadi pertimbangan. Sebagai contoh: 
1) Jika seseorang memiliki adat ketika meminjam dia harus 
mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang dipinjam. 
Maka „urf khoss ini tidak dapat menjadi pertimbangan. 
2) Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: “salah satu 
dari kebiaasaanku jika aku berkata kepadamu: “قلاط تنا” 
maka aku tidak bermaksud menceraikanmu, tapi kata tersebut 
berarti aku menyuruhmu berdiri atau duduk.” Kemudian 
suami berkata kepada istrinya lagi: “قلاط تنا”. Maka 
kebiasaan yang dilakukan laki-laki tersebut kepada istrinya 
tidak menjadi pertimbangan. Karena hal tersebut tidak sesuai 
dengan ketetapan syariat. 
4. Pembenturan „Urf dengan Qiyas21 
Hampir semua ulama berpendapat bahwa „urf lebih didahulukan 
dari pada qiyas. Hal tersebut dikarenakan „urf lebih dibutuhkan 
banyak orang dari pada qiyas. Ibnu Humam menempatkan „urf 
sebagai ijma‟. Jadi apabila antara „urf dan qiyas bebenturan maka „urf 
lebih diutamakan. Ulama‟ Hanfiyyah mengamalkan istihsan, yang 
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dalam istihsan tersebut terdapat „urf. Maka jika ada benturan antara 
„urf dan qiyas maka „urf lebih didahulukan. 
Contoh dalam hal ini tentang jual-beli lebah dan ulat sutra. Imam 
Abu Hanifah pada awalnya menetapkan jual-beli lebah dan ulat sutra 
adalah haram menggunakan dalil qiyas, yaitu meng-qiyaskan dua hal 
tersebut dengan kodok dengan alasan sama-sama “hama tanah”. 
Namun kemudian serangga itu memiliki beberpa manfaat telah 
terbiasa orang-orang memeliharanya (sehingga telah menjadi „urf). 
Atas dasar ini muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Syaibani 
memperbolehkan jual-beli lebahdan ulat sutra, berdasarkan „urf 
H. Perubahan Hukum Sebab ‘urf 
Hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan „urf dan adat dapat 
berubah jika adat yang menjadi patokan suatu hukum tersebut telah 
berubah.  
Sebagai sebuah adat kebiasaan tidak dapat dipungkiri, bahwa „urf 
berubah karena ada perubahan waktu dan tempat. Sebagai 
konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 
„urf tersebut. Dalam konteks ini berlaku kaidah yang menyebutkan: 
او صاخشلْاو لاوحلْاوةنكملْاوةنمزلْايرغتبيرغتي مكلحالتائيب  
Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan 
waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan. 
Kaidah ini sangat penting dipahami oleh pegiat hukum islam, untuk 
mengukuhkan adegium bahwa islam tetap relevan untuk semua waktu dan 
tempat. Menolak kaidah ini berarti menjadikan islam ketinggalan jaman, 
kaku, jumud dan tidak bisa memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. 
Akibatnya umat Islam akan berada dalam keadaan serba gamang dan 
canggung mengahadapi perubahan kamjuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Oleh karena itu, 
mengingat pentingnya memahami perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat (yang tentu saja menimbulkan perubahan-perubahan 
dalam „urf mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang 





„urf yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami „urf yang berlaku 
dalam masyarakat, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis 
dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.
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I. Kaidah-Kaidah Tentang ‘Urf 




1. Kaidah I: 
  ةمكمح ةداعلا 
Artinya: “Tradisi menjadi rujukan.” 
Kaidah ini memberikan cakupan bagi adat dan „urf sebagai 
salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi 
yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini 
berhubungan dengan penetapan „urf  menjadi sandaran dari beberapa 
hukum baru dalam bab-bab fikih. 
2. Kaidah II: 
 ةجح سانلا لامعتساابه لمعلا بيج  
Artinya: “Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu 
wajib diamalkan.” 
  Adapun  kata سانلا لامعتسا secara lafadz mengandung tiga makna 
sebagai berikut: 
a. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh 
manusia. Lafadz امعتسال  memiliki arti yang berhubungan atau 
berkesinambungan dengan makna adat. 
b. Suatu perbuatan yang dapat diterima ketika dilakukan dan dipakai, 
hal tersebut meliputi; melepaskan lafadz pada makna tertentu baik 
makna tersebut memang dikehendaki secara tertentu maupun 
tidak. Hal ini merupakan makna لامعتسا  khusus dalam „urf lafdzi 
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c. Memindahkan makna laadz asli yang telah ditentukan pada makna 
majaz yang telah ditentukan (khusus  untuk makna لامعتسا dalam 
pembahasan „urf lafdziy). 
3. Kaidah III: 
ب كترت ةقيقلحادةداعلاةللا  
Artinya: “Tradisi menunjukkan hakikat.” 
 Makna kaidah ini yaitu ketika suatu lafal mengandung kata yang 
memiliki arti hakikat dan majaz. Kemudian dalam adat (kebiasaan)  
pemakaian arti majaz lebih sering digunakan maka makna majaz 
adalah makna yang digunakan.
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4. Kaidah IV: 
صنلاب ينيعتلاك فرعلاب ينيعتلا 
Artinya: “Sesuatu hal yang ditentukan oleh „urf itu seperti ditentukan 
oleh nash.” 
 
5. Kaidah V: 
 يرغتب ماكحلْايرغتركنيلااةنمزلْ  
Artinya: “Perbedaan hukum karena perbedaan waktu itu tidak dapat 
dipungkiri.” 
Kaidah ini terdiri dari kumpulan lafadz-lafadz yang memerlukan 
penjelasan lebih rinci. Adapun lafadz ركنيلا memiliki makna; tidak 
dapat diperingatkan, tidak dapat dimanipulasi (dibodohi), dan tidak 
dapat ditolak. Lafadz يرغت bermakna pergantian atau perbedaan. 
Kemudian lafadz ماكحلْا memiliki makna; hukum-hukum yang di 
maksud dalam kaidah ini adalah hukum yang bergantungan pada nash, 
dengan mempertimbangkannya sebagai maslahat atau „urf dan adat. 
Ataupun hukum yang menjadi hasil ijtihad yang dibangun berdasarkan 
pada maslahat atau „urf dan adat. Sedangkan laadz ةنمزلْ arti yang 
dimaksud yaitu mengenai waktu-waktu yang telah berlalu. 
                                                 
24





6. Kaidah VI:  
 رطاذإةداعلابرتعتانمادتبلغوا ت  
Artinya: “Adat yang dapat dipertimbangakan hanya ketika adat telah 
dilakukan secara terus menerus (stabil) atau lebih banyak 
dilakukan.” 
Makna kalimat ةداعلابرتعتانما yaitu suatu adat yang dapat menjadi 
pertimbangan hukum. Lafadz  رطادت  berarti suatu perbuatan yang 
dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai adat karena 
keseluruhan dari perkembangan yang ada tanpa ada perselisihan 
secara mutlaq. Sedangkan lafadz تبلغوا diartikan sebagai perbuatan 
yang dilakukan secara terus menerus sebagai adat yang muncul karena 
perkembangan zaman yang pesat sekiranya tidak menjadi perselisihan 


















‘URF TIJARI  DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIOANAL-
MAJELIS ULAMA’ INDONESIA  
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fatwa 
Fatwa berasal dari bahasa arab ىوتفلا menurut etimologi jawaban 
mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan 
sebagaimana diakatakan oleh Zamakhsyarin dalam al-Kasysyaf  dari kata 
ىتفلا ( pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau ( 
isti‟aroh).1 Sedangkan pengertian fatwa dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia yaitu: 1. n jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh 




Fatwa secara terminologi memberikan arti pernyataan hukum 
mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin 
mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui hukum syara‟ 
terhadap suatu masalah agama, maka perlu bertanya padaorang yang 
memang ahli dalam bidangnya serta dapat dipercaya keilmuannya dalam 
bidang ilmu agama (agar dapat mendapatkan jawaban hukum atas masalah 
yang ditanyakan). Menurut kamus Lisan al-Arabiy, memberikan fatwa 
terhadap suatu permasalahan berarti menjelaskan kepadanya.
3
 
ول نابإرملأا فىاتفا 
Dengan demikian fatwa bukan hanya memberikan jawaban atas suatu 
permasalahan agama. Melainkan jawaban hukum serta penjelasannya 
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secara rinci. Penjelasan secara rinci terhadap keputusan fatwa sangat 
diperlukan guna menghindari  kesalahan pemahaman terhadap hasil fatwa. 
Selain itu penjelasan terhadap keputusan fatwa dapat memberikan batasan-
batasan terhadap hukum syara‟ yang dikeluarkan. 




1. Usaha memberikan penjelasan (Ifta‟); 
2. Penjelasan yang diberikan merupakan hukum syara‟ yang berasal dari 
hasil ijtihad (Fatwa); 
3. Penjelasan hanya diberiikan oleh orang yang benar-benar ahli dalam 
bidang yang dijelaskan (Mufti); 
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya (Mustafti). 
Fatwa ada untuk memberikan penjelasan secara konkrit terhadap umat 
manusia agar dengan penjelasan yang dapat emberikan pemahaman, 
penalaran terhadap ajaran-ajaran Islam dan mengenai aplikasinya. 




1. Fatwa merupakan bentuk pengambilan keputusan terhadap masalah 
yang sedang dipersilisihkan; 
2. Fatwa merupakan jalan keluar dari banyaknya perbedaan pendapat di 
antara para ulama ataupun ahli; 
3. Fatwa harus memiliki konotasi kuat, bak dari sosial keagamaan atau 
sosial kemasyarakatan. Hal ini karena ada ulama yang mengatakan 
bahwa fatwa dapat berubah sesuai tempat, kondisi, situasi dan adat 
istiadat; 
4. Hendaknya fatwa dapat menuntun pada suatu perdamaian umat menuju 
umat wahidah.  
Menurut M. Yahya Harahab, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama 
terkenal dapat dijadikan pegangan atau pedoman sutu kelompok ataupun 
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individu yang dapat mempercayainya ulama tersebut. Fatwa yang 
dikeluarkan oleh ulama yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas yang 
diakui secara resmi, tidak dapat bersifat mengikat kepada masyarakat. 
Berbeda jika fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompensasi 




Ruang lingkup fatwa dalam penelitian ini hanya terbatas pada fatwa-
fatwa yang berkaitan dengan produk aktivitas dan kebijakan yang 
dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan produk hukum 
perbankan syariah. Keberadaan fatwa sangat menunjang kemajuan 
ekonomi dan perbankan syariah. hal ini disebabkan oleh perkembangan 
ekonomi dan perbankan syariah yang tetap merujuk kepada pedoman 
pokok bagi mayoritas umat islam yaitu al-Quran dan Hadis. Fatwa DSN-
MUI yang berkaitan dengan perkembanganekonomi an perbankan syariah 
dikeluarkan berdasarkan pada pertimbangan dari Badan Pelaksanaan 
Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. 
Pertimbangan dari para ahli membuat fatwa dapat menjadi rujukna ilmiah 
bagi kegiatan ekonomi syariah.
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B. Landasan Mengeluarkan Fatwa 
Dalam menghadapi perkembangan yang berkaitan dengan 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), fatwa dari DSN-MUI sangat 
diperlukan guna memastikan kepastian hukum suatu transaksi dalam LKS. 
Adapun landasan hukum yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa 
yaitu: 
1. Firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 28: 
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               
Artinya: “Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang 
berpandangan tajam.” 
2. Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 1229: 
                               
Artinya: “Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka 
tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan.” 
3. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 12710: 
                     
Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. 
Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
mereka.” 
4. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 21911: 
              
         Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.” 
5. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 21912: 
           
Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka  
nafkahkan.” 
6. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 22213: 
                         
Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 
"Haidh itu adalah suatu kotoran".” 
7. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 17614: 
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                       
 Artinya: “Mereka meminta fatwa tentang kalalah kepadamu.” 
8. Hadis Nabi Muhammad SAW15: 
نم ىلع وثمإانمإف تبثيرغايتفب تىفا نم هاتفا                                                                                                      
Artinya: “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian 
(sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang 
yang memberi fatwa.” 
C. Ruang Lingkup Mufti  
1. Pengertian Mufti  
Mufti dapat disebut juga dengan mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa 
adalah orang yang mampu menjaga, memindahkan dan memahami 
doktrin (madhab) dalam keadaan apapun seperti ketika lemahnya 
penetapan hukum karena perkembangan zaman yang memunculkan 
problem-problem baru dan belum tertera seccara jelas dalam nash. 
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mufti adalah orang yang bersusah 
payah untuk dapat mengeluarkan fatwa. Ibnu Qayyim memberikan 
penjelasan mengenai klasifikasi mufti sehingga tingkatan mujtahid atau 
mufti  satu dengan yang lainnya berbeda, sebagai berikut:
16
 
a. Mujtahid / Mufti fi al-Syar‟i  
Yaitu orang yang mampu memahami al-Quran, al-Sunnah dan 
aqwal al-Sahabat (memiliki semua persyaratan yang harus ada 
secara sempurna). Dia mampu berijtihad dalam berbagai masalah 
hukum syar‟i, bahkan mereka mampu ber-istinbath tanpa harus 
mengikuti pendapat para mujtahid lain. Atau dia mengikuti 
pendapat mujtahid lain namun dia mamu memahai dengan baik 
mengenai hukum-hukum yang ada. Seperti Imam Syafi‟i yang 
pernah berkata “pendapat saya mengikuti apa yang telah ditentukan 
„Atha‟ (Imam Malik bin Atha‟). Mujtahid ini dapat memberikan 
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maupun meminta fatwa dan dia memiliki kewajiban untuk 
berfatwa. Seperti contoh; Imam Maliki Hanafi, Syafi‟i dan 
Hanbali. 
b. Mujtahid / Mufti Muqayyad 
Yaitu mujtahid yang telah memiliki semua syarat secara sempurna 
dan dalam melakukan ijtihadnya dia mengikuti sistem yang telah 
dibuat oleh imam madzhabnya. Sekalipun hasil yang keluar nanti 
akan berbeda dengan ijtihad imam mazhabnya, khususnya dalam 
masalah furu‟iyyah. Dia tidak mengikuti hukum dan dalil yang 
digunakan imam madzhabnya namun dia hanya mengikuti jalan 
(ketentuan) dalam melakukan ijtihad dan fatwa. Sperti contoh; Abi 
Ya‟la dari madzhab Hanbali. 
c. Mujtahid / Mufti fi al-Madzhab 
Yaitu mujtahid / mufti yang mengikuti madzhabnya dalam 
membuat keputusan terhadap dalil-dalil yang ada serta sistem yang 
sudah di pakai. Walaupun begitu dia mampu melakukan ijtihad 
terhadap problem-problem yang belum atau memang tidak 
ditentukan oleh imam madzhabnya. 
d. Mujtahid / Mufti Murajjih 
Yaitu mujtahid / mufti yang mengikuti atau mengaitkan 
kesepakatannya sesuai madzhabnya. Mufti murajjih berfatwa 
dengan tetap mengikuti apa yang telah di tentukan dalam 
madzhabnya baik dari segi sisitem dan furu‟iyyahnya serta 
memperdalam pemahaman terhadap apa yang sudah ada untuk 
menyelesaikan ketetapan hukum suatu problem baru yang perlu 
kepastian hukum. Maka ketika mereka menemukan problem baru, 
mereka akan berfatwa sesuai sistem yang telah dibuat imam 
madzhabnya. Seperti contoh; ketika terdapat suatu masalah yang 
telah di tentukan hukumnya (fatwa) oleh Abu Bakar, Umar, 
Ustman, Ali dan sebagian sahabat, kemudian ditemukan bahwa 





mereka akan mengambil fatwa dari imam mereka dan 
meninggalkan fatwa sahabat. Hal ini dikarenakan mereka yaqin 
bahwa imam merekalah yang mampu memahami keadaan mereka 
dilihat dari segi perkembangan zaman. 
2. Syarat Mufti 
Syarat seorang mufti adalah sebagai berikut
17
: 
a. Mukallaf, yaitu orang muslim, dewasa, dan sempurna akalnya; 
b. Ahli dan memiliki kemampuan berijtihad, yaitu orang yang mampu 
memahami dalil-dalil naqli maupun aqli; 
c. Adil dan dapat dipercaya, yaitu orang yang mampu menjadi 
panutan; 
d. Sakinah (mampu bersikap tenang), berkecukupan, mempunyai niat 
dan i‟tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat. 
Imam Syafi‟i berkata tentang fatwa: “Tidak halal seorang memberikan 
fatwa tentang agama Allah, kecuali mengerti seluk beluk hukum 
Allah, tentang nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, 
ta‟wil dan tanzilnya, makiyyah dan madaniyyahnya, apa yang 
dikehendakinya dan dalam hal apa ayat tersebut diturunkan. Setelah ia 
mengerti tentang Rasululllah SAW., tentang nasikh dan mansukhnya 
mengerti seluk-beluk hadis seperti di mengerti seluk-beluk al-Quran, 
mengerti bahasa Arab, mengerti persoalan (perangkat) yang 
diperlukan oleh ilmu dan al-Quran. Selain itu dia harus mampu 
bersifat pendiam (memerhatikan), tidak hanya bicara setelah itu dia 
menghormati pendapat ahli pikir, dan memiliki kemampuan untuk 
berfatwa. Apabila semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka ia 
boleh berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun jika 
tidak demikian, ia boleh berbicara hal ihwal ilmu tapi tidak boleh 
memberi fatwa.”18 
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D. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
Fatwa DSN-MUI merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh 
para praktisi ekonomi syariah dalam melakukan kegiatannya dalam bidang 
lembaga ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI hadir setelah adanya kegiatan 
yang berlangsung dalam lembaga keuangan syariah. Bank Syariah telah 
beroperasi dari ttahun 1992, perusahaan asuransi syariah telah beroperasi 
dari tahun 1994 sedangkanpasar modal mulai beroperasi tahun 1997.
19
  
Lembaga Keuangan Syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas 
Syariah) untuk melengkapi kelembagaan serta menjadi pengawas dalam 
kegiatan LKS dan memberi fatwa tentang persoalan yang muncul. Fatwa 
di sini bersifat mengikat terbatas. Karena keterbatasan tersebut muncullah 
pemikiran untuk membuat suatu lembaga fatwa berkelas nasional. Dalam 
lokakarya tentang reksadana tahun 1997 yang dilakukan oleh para Ulama‟ 
ahli memberikan rekomendasi untuk membuat suatu lembaga yang 
menjadi wadah menyikapi kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar 
hal tersebut MUI memutuskan untuk membentuk Dewan Syariah Nasional 
(DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI no.Kep-
754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.
20
  
 Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (lembaga keuangan yang 
mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional 
sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan tugas sehari-hari 
DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional 
(BPH DSN).  
Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia, yang membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, 
Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan 
tentang lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional terdiri dari 
                                                 
19
Nur Fatoni, Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli,  (Semarang: 
Ayo Baca, 2012), hlm. 53 
20





para ulama, praktisi, dan para ahli yang terkait dalam muamalah syariah. 
keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk oleh MUI dengan masa 
bakti  5 tahun. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas-tugas pokok yang 
harus dijalankan yaitu; menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai 
syariah dalam kegiatan perekonomian syariah dan keuangan pada 
khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, 
mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah serta 
mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam 
melaksanaakan tugas-tugas pokoknya, Dewan Syariah Nasional memiliki 
beberapa wewenang sebagai berikut:
21
 
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Pengawas Syariah di masing-
masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum 
pihak terkait. 
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti ( Kementrian 
Keuangan dan Bank Indonesia). 
3. Memberikan rekomendasi dan/ mencabut rekomendasi nama-nama 
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 
lembaga kuangan syariah. 
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter / lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional. 
6. Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.  
Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 Anggota) dan 
Badan Pelaksanaan Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat 
Ex-officio Ketua Umum MUI dan sekertaris DSN-MUI dijabat Ex-officio 
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Sekertaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari 
kepengurusan MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi 
Islam, Pesantren, dan para praktisi ekonomi syariah yang diusulkan oleh 
Badan Pengawas Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN 
ditetapka oleh Rapat Pleno DSN-MUI.
22
 Pengurus Pleno DSN-MUI 
Masa Khidmat 2015-2020 Nomor: Kep-7211/MUI/XI/2017:
23
 
Ketua  : Prof. Dr. K.H. Ma‟ruf Amin 
Wakil Ketua   : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. 
         Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H., M.H. 
         Drs. H. Zainut Tauhid Sa‟adi, M.Si. 
Sekretaris  : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. 
Wakil Sekretaris : Dr. H. M Asrorun Ni‟am Sholeh. M.A. 
Anggota  : Dr. H. M Anwar lbrahim 
       Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimun 
       Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A. 
       K.H. Muhyiddin Junaidi, M.A. dkk 
     Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A. 
     Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. 
     Dr. Noor Achmad, M.A. 
     H. Muhammad Siddiq 
      Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A. 
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A. 
Dr. H. Syafi‟i Antonio, M.Ec. 
Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail 
Prof. Dr. H. Dede Rosada, M.A. 
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. 
Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A. 
Dr. H. Jafril Khalil, M.C.L., F.I.I.S. 
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah 
Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A. 
Dr. Mulya E. Siregar 





Ahmad Soekro Tratmono 
Fadilah Kartikasasi 
M Anwar Bashori 
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H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. 
M Jusuf Wibisana 
Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J.,  
Friderica Widyasari Dewi 
Dr. H. M Cholil Nafis, Lc., M.A. 
Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. 
Dr. H. Jeje Jaenuddin, M.Ag. 
H. Misbahul Ulum, M.Si. 
Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H. 
Iwan Kartiwan, Lc. 
Dr. K.H. Luthfi Fathullah, M.A. 
Dr. Hj. Gusniarti, M.A. 
H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc. 
Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T. 
H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si. 
Dr. H. Nasimul Falah, S.H., M.H. 
Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H. 
Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., F.I.I.S. 
Dr. H. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec 
Drs. K.H. TengkuZulkaruain, M.A. 
Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A. 
Dr. K.H. Hamdan RasYid, M.A. 
Dr. H. Zain an-Najah, M.A. 
Dr. Fahrurozi 
Adi Mansah, Lc., M.A. 
 
E. Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah dan Proses Penetapan 
Fatwa DSN-MUI 
1. Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik lembaga 
keuangan maupun lembaga bisnis lain, untuk memperoleh sertifikat 
kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia terdiri dari Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus:
24
 
a. Persyaratan Umum: 
1) Mengajukan surat permohonan; 
2) Mengisi formulir yang disediakan; 
3) Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan 
usaha sesuai syariah; 
4) Membayar biaya sertifikasi;  
5) Melampirkan fotokopi dokumen hukum (legal document) 
perusahaan: 
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a) Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta 
perubahannya (kalau sudah pernah diubah); 
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
c) Surat Izin lain dari Otoritas terkait; 
d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 
f) NPWP Perusahaan; 
g) Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan 
Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, 
LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;(Asli dokumen disiapkan saat 
presentasi atau saat tim reviu DSN-MUI melakukan 
kunjungan lapangan) 
6) Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS, dan LPS) yang berisi 
uraian tentang:  
a) Sejarah lembaga; 
b) Dasar hukum lembaga; 
c) Visi, misi, tujuan lembaga; 
d) Struktur organisasi: (sebelum membuka syariah); 
e) Profil manajemen; 
f) Struktur permodalan; 
g) Laporan keuangan; dan 
h) Profil rencana bisnis syariah, terdiri dari:  
(1) Visi, misi, dan tujuan; 
(2) Rencana struktur organisasi (di dalamnya ada organ 
DPS); 
(3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis 
syariah; 
(4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (di 
dalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf 
dokumen perjanjian/akad); 
(5) Sistem dan target pemasaran; 
(6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah); 
(7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah; 
(8) Profil manajemen bisnis syariah; dan 
(9) Profil/CV calon DPS (jika ada); 
7) Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah. 
b. Persyaratan Khusus 
1) Bisnis Penjualan Lansung Berjenjang (PLB):  
a) Melampirkan model marketing dan sistem komisi; 
b) Melampirkan jenis-jenis produk; 
c) Melampirkan sertifikat halal dari LPOM-MUI untuk 






d) Melampirkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 
(SIUPL) dari Badan Kordinasi Penanaman Modal; dan 
e) Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung 
Indonesia (APLI). 
2) Bisnis Hotel, Restauran, dan SPA:  
a) Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha; dan 
b) Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI. 
3) Bisnis Wisata:  
a) Biro Perjalanan Wisata  
(1) Sertifikat Standar Usaha bagi Tour Planer/Leader; dan 
(2) Tour Guide yang bersertifikat pariwisata syariah (bagi 
BPW). 
b) Pengelola Wisata  
(1)  Sertifikat Standar Usaha bagi Badan Pengelola Wisata 
(BPW). 
4) Bisnis Perdagangan Online: 
a) Melampirkan term and condition produk syariah.   
5) Online Trading Saham:  
a) SOP penyelenggaraaan online trading syariah, terdiri dari:  
(1) Pembukaan rekening efek syariah; 
(2) Penutupan rekening online trading syariah; 
(3) Peneriman dana nasabah; 
(4) Pengiriman dana nasabah; 
(5) Tarik dana nasabah rekening efek syariah; 
(6) Portofolio nasabah keluar dari daftar efek syariah; 
(7) Penerimaan efek syariah; 
(8) Penetapan batasan transaksi nasabah; dan 
(9) Pemberian pin dan password online trading. 
b)  Panduan online trading syariah 
6) E-Money:  
a) Manual informasi untuk pemegang kartu uang elektronik 
syariah; dan 
b) Mekanisme penerbitan uang elektronik 
2. Proses Penentapan Fatwa DSN-MUI  
Fatwa DSN-MUI pada dasarnya ada untuk merespon persoalan 
baru yang muncul di sekitar masyarakat. Maka dari itu DSN-MUI 
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a. Permohonan pembuatan fatwa terkait bidang ekonomi dan 
keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-
MUI. 
b. Proses pendalaman materi, dalam hal ini Badan Pelaksanaan 
Harian (BPH) DSN-MUI yang memiliki tugas untuk membahas 
serta memperdalam materi yang diaujukan. Pembahasan ini 
bertujuan untuk menyiapkan draffatwa terkait masalah yang telah 
diajukan. Para praktisi dan/ pakar dalam bidang terkait dilibatkan 
untuk menggali dasar-dasar hukum dari beberapa kitap klasik 
maupun kontemporer. 
c. Penetapan fatwa dalam rapat pleno, draf fatwa yang telah dibuat 
dan diselesaikan oleh BPH DSN-MUI diajukan kemudian 
menjadi pembahasan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh 
anggota DSN-MUI. Setelah draf fatwa dibahas dan disetujui 
dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa yang dimaksud 
menjadi fatwa DSN-MUI yang kemudian ditandatangani oleh 
pimipina DSN-MUI. 
F. ‘Urf Tijari Dalam Fatwa DSN-MUI 
„Urf tijari atau „urf tujjar merupakan suatu tradisi mayoritas dalam 
suatu masyarakat baik kebiasaan dalam praktik bisnis maupun keuangan. 
„Urf tijari dapat terlihat dari sebagian besar keputusan penetapan fatwa 
DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI terhadap perekonomian syariah memegang 
andil yang besar dalam perkembangan ekonomi syariah hingga dapat 
berkembang sejauh ini. 
Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan banyak fatwa dan 
tidak sedikit dari fatwa-fatwa tersebut memberikan justifikasi terhadap 
tradisi yang ada. Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan secara langsung 
bahwa penetapan fatwa diadaptasi dari praktek-prakstek konvensional 
yang diakui sebgai„urf tijari namun hanya tercantum sebagai pertimbangan 





tercantum.  Dalam fatwa DSN-MUI kaidah-kaidah fikih berhubungan 
dengan „urf yang sering digunakan yaitu: 
1. Kaidah I:  
 ِْعرَّشلِاب ِتِباَّثلاَك ِفْرُعْلِاب ُتِباَّثلا 
"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan 
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan 
dengan syariat)." 
2. Kaidah II26: 
  ةَمَّكَُمُ ُةَداَعْلا 
"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum." 
3. Kaidah III27: 
 ُلُطْب َتَو ،ْتَراَد اَمَف ْ يَك اَهَعَم ُرْوُدَت ِِدئاَوَعْلا ىَلَع َةَبِّ َتر َتُمْلا َماَكْحَْلأا َّنَأ ِفِ ِدوُقُّ نلاَك ْتََلطَب اَذإ اَهَعَم
 ِتَلََماَعُمْلا ... 
"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 
tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, 
seperti mata uang dalam muamalat...”                                     
4. Kaidah IV28:  
 ، ِةَداَعْلا َكِْلت ِلاَوَز َدْنِع ُلُطْب َي ٍةَداَع َْوأ ٍفْرُع ىَلَع ٍبَّتَرُم ٍمْكُح ُّلُك :  ةَدِعَاق : َِةيرِخَّذلا ْنِم َرَّ يَغ َت اَذَِإف
 ُمْكُْلْا َرَّ يَغ َت . 
"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang 
didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) 
menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena 
itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah." 
5. Kaidah V: 
اًاطْرَش ِطْوُرْشَمْلاَك ًافْرُع ُفْوُرْع
َ
لم  
"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan 
kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai 
syarat."  
6. Kaidah VI: 
 ْمُه َن ْ ي َب ِطْوُرْشَمْلاَك ِراَّجُّتلا َْيْ َب ُفْوُرْعَ
لماا 
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"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan 
kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan 
sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka."  
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini 
telah mengeluarkan 125 fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan 
syariah. Seratus dua puluh lima fatwa tersebut mulai dikeluarkan dari 
tahun 2000 sampai tahun ini yaitu 2019. DSN-MUI dalam memutuskan 
fatwa, mengakui kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat sebagai 
„urf tijari. Kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi 
sangat di dominasi oleh praktek-praktek konvensional. Hal tersebut tidak 
dapat dipungkiri, melihat bahwa ekonomi syariah baru memiliki 
kelembagaan resmi di Indonesia setelah adanya ekonomi konvensional 
yang telah sukses di pasaran. 
„Urf tijari merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang diakui 
dalam keputusan fatwa DSN-MUI telah di mulai sejak fatwa tentang 
Murabahah dikeluarkan dan eksistensinya masih dapat dirasakan sampai 
fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan DSN-MUI saat ini. Adanya‟urf tijari 
sebagai pertimbangan atau alat bantu untuk memutuskan suatu hal yang 
berhubungan dengan ekonomi ini sangat membantu dalam hal prakteknya, 
sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan dalam pengaplikasian fatwa.   
Bentuk-bentuk „urf tijari dalam fatwa DSN-MUI bersifat 
melengkapi suatu transaksi atau akad agar dapat berjalan sesuai keinginan. 
Beberapa contoh penerapan „urf tijari dalam praktek ekonomi maupun 
bisnis dalam fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut: 
1. Akad-akad dalam Fikih 
Dr. Muhyiddin Ahmad menjelaskan bahwa maudhu‟ al-aqd adalah 
tujuan di syariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad berbeda-beda 
sesuai dengan jenis akadnya. Tujuan akad ini hampir sama dengan 
hukum akad, yakni hal-hal yang disebabkan oleh akad sesuai dengan 
akadnya. Berikut ini tujuan setiap akad, yaitu sebagaiberikut:
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a. Tujuan akad ba‟i adalah memberikan (tamlik) barang dengan harga 
secara dawam. 
b. Tujuan akad ijarah adalah memberikan (tamlik) jasa dengan upah 
secara temporal. 
c. Tujuan akad qardh adalah memberikan (tamlik) barang (berupa harta 
mtsli dan bisa dikonsumsi) dengan tujuan sosial untuk dikembalikan 
(dibayar) dengan barang sejenis pada waktu yang disepakati. 
d. Tujuan akad hibah adalah memberikan (tamlik) harta kepada oran 
lain secara Cuma-Cuma tanpa mengharap imbalan. 
e. Tujuan akad rahn adalah menahan barang sebagai jaminan yang 
dapat di ambil sebagiabn atau seluruhnyajika pembeli tidak melunasi 
kewajibannya. 
f. Tujuan akad kafalah yaitu menjamin utang orang lain untuk 
melunasi utangnya. 
g. Tujuan akad hawalah adalah mengalihkan utang dari pihak yang 
berhutang kepada pihak yang berpiutang kepadanya. 
h. Tujuan akad wakalah adalah memberikan kewenangan kepada orang 
lain untuk melakukan kontrak atas dirinya.  
i. Tujuan akad i‟arah adalah memberikan kewenangan kepada orang 
lain untuk memanfaatkan barangnya tanpa mengaharap mendapatkan 
imbalan. 
j. Tujuan akad mudharabah aalah akad yang digunakan untuk 
berkerjasama dalam usaha dengan cara salah satu menyediakan 
modal sedangkan pihak lain memberikan skill yang kemudian 
keuntungan di bagi bersama. 
k. Tujuan akad syirkah adalah kerja sama dalam usaha dengan cara 
kontribusi modal dan skill untuk mendapatkan bagi hasil. 
l. Tujuan akad iqalah adalah kesepakatan pihak akad untuk mem-
fasakh akad yang telah lalu antara kedua pihak. 
m. Tujuan akad ida‟ adalah sesorang meminta bantuan kepada orang 





n. Tujuan akad ibra‟ adalah menggugurkan haknya terhadap orang lain. 
Tujuan-tujuan tersebut mengharuskan produk keuangan yang 
menggunakan akad-akad tersebut sesuai dengan tujuannya. Karena 
akad-akad tersebut dibolehkan karena menjadi tradisi masyarakat yang 
menjadi indikator kebolehan masyarakat. 
2. Cicilan 
Dalam perbankan syariah cicilan adalah suatu hal yang biasa 
dilakukan. Namun sebenarnya cicilan bukanlah sistem yang digunakan 
dalam ekonomi islam. Akan tetapi adanya cicilan ini menjadi motif 
utama bagi orang untuk bertransaksi di bank. Praktek yang telah 
dilakukan oleh masyarakat tersebut kemudian menjadi hal yang 
diperbolehkan dalam industri keuangan syariah setelah DSN-MUI 
mengeluarkan fatwa terkait. 
3. Urbun (uang muka)  
Urbun merupakan transaksi jual-beli dengan prosedur pihak 
pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, 
jika transaksi berlanjut maka akan menjadi bagian dari total harga, 
namun jika transaksi batal atau gagal maka uang muka menjadi hibbah 
dari pihak pembeli kepada penjual.
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Dalam Fatwa DSN-MUI urbun diperbolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka 
pada saat penandatangan kesepakatan awal transaksi. 
b. Jika nasabah menolak membeli barang, maka biaya riil bank yang 
telah dikeluarkan dibayar dari uang muka tersebut. 
c. Jika kerugian yang dialami oleh bank lebih besar dari uang muka 
maka bank berhak meminta kekuranngan pada nasabah. 
d. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
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1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
4. Isthsna‟ paralel 
Merupakan sebuah bentuk akad Istishna‟ antara nasabah dengan 
LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS 
memerlukan pihak lain sebagai Shani‟. Dalam hal ini fatwa DSN-MUI 
memperbolehkan penggunaanya dengan batasan tetap sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
5. Hukum Muwa‟adah 
Muwa‟adah merupakan masdar dari lafadz waa‟ada yang memiliki 
arti saling janji. Muwa‟adah adalah janji kedua belah pihak (saling 
berjanji) untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.
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Fatwa DSN-MUI dalam hal ini menggunakan muwa‟adah untuk 
menyempurnakan transaksi yang dilakukan antara kedua-belah pihak agar 
tetap sesuai dengan syariat. Praktek muwa‟adah sesuai dengan fatwa 
harusnya tidak menjadikan muwa‟adah sebagai hal yang mengikat karena 
kan berakibat pada hukum transaksi. 
6. Transaksi-transaksi dalam Jual-Beli Uang 
Jual-beli uang merupakan transaksi yang sudah biasa digunakan 
dikalangan masyarakat.  Jual-beli uang dalam masyarakat memiliki empat 
cara. Cara-cara tersebut ada karena kebiasaan transaksi yang telah 
dilakukan. Dari keempat transaksi tersebut hanya ada satu transaksi yang 
dapat digunakan dalam ekonomi syariah, selain satu transaksi tersebut, 
menggunakannya atau memakainya dilarang (haram). 
7. Penundaan penyerahan objek jual dalam akad sharf 
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Akad sharf adalah jual-beli mata uang sejenis akad ini 
mengharuskan serah terima secara tunai dan dengan jumlah yang sama. 
Sedangkan jual-beli uang yang bukan sejenis tetap harus dilakukan secara 
tunai namun nominalnya boleh berbeda. Fatwa DSN-MUI menyebutkan 
bahwa transaksi spot merupakan penjualan dan pembeliaan valuta asing 
untuk serah terima pada waktu itu, atau dengan penyelesaian paling lambat 
dua hari. Waktu dua hari ini dianggap kebiasaan yang dilakukan oleh 
penjual untuk menyelesaikan transaksi. 
8. Ganti Rugi 
Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi 
menyebutkan bahwa ganti rugi diperbolehkan dalam transaksi ekonomi 
syariah. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang 
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 
menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak 
lain. 
Denda finansial  biasa dilakukan oleh lembaga keuangan 
konvensional. Denda finansial adalah denda yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta 
keuntungan yang masuk pada kreditur. 
9. Rahn Tasjily 
Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang rahn tasjily 
menyebutkan bahwa ketentuan hukm rahn tasjily sebagai berikut:
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a. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi 
barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 
(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada 
murtahin; 
b. Penyimpanan jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan tiidak 
mengubah/ memindahkan kepemilikan kepada murtahin. 
10. Jual-beli emas 
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Hukum jual-beli emas adalah haram bagi orang yang menganggap 
emas adalah tsaman atau uang. Hal ini di dukung dengan Hadis Nabi 
riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks 
Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:  
 َىَّذلا ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلِاب ُرْمَّتلاَو ِيرِعَّشلِاب ُيرِعَّشلاَو ِّر ُبْلِاب ُّر ُبْلاَو ِةَّضِفْلِاب ُةَّضِفْلاَو ِبَىَّذلِاب ُب ،ٍلِْثبِ ًلَْثِم ِحْلِمْلِاب
 ْمُتْئِش َفْيَك اْوُع ْ يَِبف ُفاَنْصَلأْا ِهِذَى ْتَفَل َتْخا اَذَِإف ،ٍدَِيب اًَدي ،ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ٍدَِيب اًَدي َناَك اَذِإ 
"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan 
garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika 
jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." 




a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli 
seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat 
pembayaran, uang). 
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. 
Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka 
rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami 
kesulitan. 
c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi 
seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat 
pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam 
pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), 
sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara 
harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang 
sama.  
d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 
tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan 
yang tidak terkira. 
Dalam hukum diperbolehkan atau tidaknya emas diperjual-belikan 
sangat kental dipengaruhi oleh „urf. hal ini terlihat dalam pendapat 
dibolehkannya jual-beli emas karena emas sudah tidak lagi dianggap 
uang oleh masayarakat. Oleh karena itu apabila emas tetap menjadi 
nuqud atau uang, maka kiranya semua ulama sepakat akan larangannya. 
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Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk 
dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan 
dan batasan-batasan tertentu. Di dalam al-Qur‟an, Allah SWT senantiasa 
memerintahkan untuk menyebarkan ajaran-Nya dengan prinsip al-ma‟rûf, 
misalnya dalam penentuan jenis dan kadar nafkah yang diberikan suami 
pada keluarganya. Begitu juga dalam menjelaskan hukum, al-Qur‟an 




Hal tersebut menjelaskan bahwa ma‟ruf yang di maksud dalam 
ayat tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Apa yang 
dilihat baik oleh suatu masyarakat maka itulah yang di sebut ma‟ruf. 
Sehingga jika sesuatu perbuatan dinilai buruk dalam suatu masyarakat 
maka hal tersebut tidak dapat dikatakan ma‟ruf. Jadi „urf di sini berperan 
sebagai batasan atas suatu perbuatan, masih bisa dilakukan (dipakai) atau 
tidak.  
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ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI ‘URF TIJARI DALAM FATWA 
DSN-MUI 
 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Fatwa DSN-MUI Dalam 
Menentukan Kebiasaan Transaksi Sebagai ‘Urf Tijari 
Bidang ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dengan 
pesat sehingga menyebabkan persoalan-persoalan baru yang muncul 
membutuhkan kejelasan dalam hal hukum. Persoalan-persoalan yang 
muncul dalam lingkup ekonomi syariah, tidak jarang yang belum dapat 
ditemukan sumber hukumnya secara qath‟i dalam nash al-Quran dan 
Hadist. Pada saat yang sama perkembangan ekonomi semakin pesat 
sehingga mengharuskan mujtahid fil al-fatawa mengkaji sumber-sumber 
yang ada dan bermufakat (musyawarah) untuk menghukumi suatu 
kegiatan ekonomi berbasis konvensional menjadi kegiatan yang legal 
dalam syariah. 
Dewan Syariah Nasional adalah organisasi yang dibuat khusus oleh 
Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi perkembangan ekonomi 
syariah di Indonesia. Dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul 
DSN-MUI mengeluarkan sebuah keputusan hasil musyawarah para 
mujtahid dengan sebutan “fatwa” yang kemudian dikenal dengan “Fatwa 
DSN-MUI”. Fatwa DSN-MUI menggunakan beberapa metode dalam 
proses memberikan keputusan yang tepat dengan sangat hati-hati 
(mempertimbangkan segala dalil yang ada). Dalam hal ini kebiasaan 
masyarakat dalam bertransaksi sangatlah berpengaruh nantinya 
berdasarkan fatwa. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya spesifikasi yang 
mengatur dalam al-Quran dan hadis.  
Masyarakat dalam bertransaksi memiliki banyak sekali kebiasaan-





jual-beli, pada awalnya jual-beli di Indonesia menggunakan sistem barter 
(innatura) yaitu dengan menukarkan barang dengan barang. Sistem 
tersebut digunakan sebelum adanya alat pembayaran berupa uang.
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Kemudian seiring berjalannya waktu dikenal uang sebagai alat untuk 
melakukan pembayaran dalam jual-beli. Sampai saat ini manusia 
dipermudah lagi dengan adanya uang elektronik syariah yang sangat 
simple. Perkembangan zaman membuat manusia lebih kreatif dalam hal 
kehidupan berekonomi. Semua berlomba-lomba untuk menciptakan 
inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan kemajuan dalam sistem 
ekonomi. Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, Fatwa DSN-
MUI harus dapat memberikan keputusan yang sulit dengan melihat dari 
berbagai aspek. Kebiasaan-kebiasaan transaksi yang dilakukan masyarakat 
dalam bidang ekonomi menjadi salah satu pertimbangan yang sangat 
berpengaruh pada keputusan Fatwa DSN-MUI. Namun tidak semua 
kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan Fatwa DSN-MUI. 
Kebiasaan (adat atau „urf) yang diakui sebagai tradisi atau „urf tijari 




1. Menurut Al-Zarqa 
Adat adalah sesuatu yang terus menerus (continue) dilakukan, diterima 
oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang. 
2. Menurut Ali Haidar 
Adat adalah sesuatu yang telah menetap dalam hati, dan terulang-
ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang telah 
memiliki tabiat yang baik. 
3. Menurut Al-Hindi 
Adat merupakan sesuatu yang menetap dalam hati, berupa perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang serta tabiat yang 
baik dapat menerimanya. 
Pengertian-pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa adat 
adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh suatu masyarakat yang 
kemudian dapat di terima oleh orang-orang yang memiliki tabiat baik. 
                                                 
1
Samsudin, Pelaksanaaan Transaksi Jual-Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial Di Kabupaten Sleman, (UGM: 2015)  
2





Kebiasaan transaksi dalam bidang ekonomi sangatlah banyak selain karena 
perkembangan zaman, ekonomi konvensional menjadi salah satu sorotan 
sehingga hal-hal yang dipakai dalam konvensional dikemas sedemikian 
sehingga dapat dinikmati oleh pecinta akad yang sesuai  dengan ajaran 
syariah. 
Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan 125 fatwa yang berhubungan 
dengan perkembangan ekonomi syariah. Dalam memutuskan 125 fatwa 
tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa „urf tijari dapat terlihat dalam 
sebagian besar keputusan fatwa. Kendati dalam pengaplikasian keputusan 
tidak disebutkan dengan gamblang sebagai salah satu pertimbangan dalam 
memutuskan suatu perkara. Dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan tersebut 
suatu kebiasaan dalam transaksi ekonomi syariah dapat diakui sebagai „urf 
tijari yaitu apabila ada suatu aktifitas yang berhubungan dengan transaksi 
dan telah dilakukan secara berulang-ulang dan diketahui oleh sebagian 
besar masyarakat. Kebaisaan masyarakat yang kemudian menjadi 
justifikasi dalam fatwa yaitu kegiatan yang dilakukan oleh ekonomi 
konvensional. Hal ini membuat ekonomi syariah yang berkembang 
sekarang tidak dapat lepas dari penyerupaan ekonomi konvensional, 
kecuali dalam bidang istilah-istilah yang dipakai.  
„Urf memiliki kedudukan sebagai sumber hukum pelengkap karena 
tidak bisa berdiri tanpa al-Quran dan Hadis. Pengertian „urf sesuai dengan  
pemakaiannya, „urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi 
kalangan mujtahid atau bukan dari kalangan mujtahid. Suatu hukum yang 
didasarkan oleh „urf dapat berubah sesuai dengan perubahan „urf tersebut 
atau perubahan waktu, tempat dan sebagainya. Para imam Madzhab 
menjadikan „urf sebagai pondasi untuk membangun kehidapan bersama 
dengan kemaslahatan. Landasan hukum „urf dalam al-Quran tidak 
disebutkan secara jelas (berupa ayat dzonniyah) seperti dalam surat al-
A‟raf ayat 199. 
Kebiasaan dalam melakukan transaksi yang kemudian dikaji oleh 





hanya akan membahas lima contoh keputusan Fatwa DSN-MUI yang 
mengakui praktek konvensional sebagai „urf tijari, sebagai berikut: 
1. Pemberian uang muka dalam murabahah terdapat dalam fatwa DSN-
MUI No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka murabahah. 
Putusan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa lembaga keuangan 
syariah boleh meminta uang muka kepada nasabahnya. Penyerahan 
uang muka murabahah dianggap telah menjadi kebiasaan yang berlaku 
dalam masyarakat serta diakui oleh masyarakat. Kebiasaan 
masyarakat mengenai adanya uang muka ini di pengaruhi oleh adanya 
uang muka yang harus diberikan pada saat transaksi dilakukan oleh 
perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. 
Kebiasaan dalam transaksi dengan memberikan uang muka 
menyebut uang muka sebagai advance; down payment yaitu 
pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi 
atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat 
kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan 
barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh 
pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual 
beli yang diadakan telah mengikat.
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Hal tersebut sesuai dengan fiqih muamalah yang menyebut jual-
beli menggunakan uang muka sebagai bai urbun dengan maksud 
transaksi jual-beli tersebut memeiliki prosedur yang berbeda dengan 
umumnya jual-beli, yaitu pihak pembeli menyerahkan uang muka 
kepada pihak penjual dengan kesepakatan, jika transaksi dapat 
berlanjut maka uang muka di anggap sebagai pembayaran (total 
harga) namun jika transaksi gagal maka uang muka secara otomatis 
menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada pihak penjual.
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2. Transaksi-Transaksi dalam Jual-Beli Uang terdapat dalam fatwa DSN-
MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 
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Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang menyebutkan 
bahwa transaksi dalam jual-beli uang memiliki beberapa bentuk yang 
hukumnya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Bentuk-bentuk 
transaksi jual-beli uang muncul karena kebiasaan dagang atau 
transaksi tersebut muncul akibat masyarakat yang telah biasa 
menggunakannya. Fatwa DSN-MUI menyebutkan empat macam 
transaksi jual-beli yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, yaitu: 
1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta 
asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau 
penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.  
2. Transaksi Forward yaitu transaksi valas yang nilainya ditetapkan 
pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan 
datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun.  
1. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan 
valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian 
antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.  
2. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam 
rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan 
atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau 
tanggal akhir tertentu.  
Transaksi-transaksi yang telah disebutkan merupakan kebiasaan 
dagang yang telah dilakukan dikalangan masyarakat. DSN-MUI 
menganggap transaksi-transaksi tersebut sebagai „urf tijari karena 
merupakan kegiatan ekonomi yang telah dilakukan secara terus 
menerus dan diketahui oleh masyarakat. 
3. Penundaan Penyerahan Objek Jual dalam Jual-beli mata uang (sharf), 
terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 
Berdasarkan Keputusan Fatwa DSN-MUI yang meperbolehkan 
jual-beli uang dengan transaksi spot, menyebutkan dalam 
ketentuannya, jual-beli mata uang hanya boleh dipakai jika dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara tunai (dalam satu waktu). Ketentuan 
ini berlaku sesuai dengan merujuk pada hadis Nabi SAW yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari Bara‟ bin Azib dan Zaid bin Arqam: 





"Rasuslullah saw melarang menjual perak dengan emas secara 
piutang (tidak tunai)."  
Hadis yang di riwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan 
bahwasanya jual-beli  emas dengan perak secara piutang atau tidak 
tunai adalah hal yang dilarang. Namun berdasarkan keputusan fatwa 
disebutkan bahwa penundaan penyerahan objek akad jual-beli uang 
diperbolehkan. Hal ini sangat bertentangan dengan hadis yang telah di 
sebutkan secara dzohir. Namun pertimbangan DSN-MUI dalam 
memperbolehkan penundaan penyerahan objek didasarkan kepada 
kebiasaan yang telah berlaku. Dalam hal ini penundaan penyerahan 
objek akad dinilai sangat diperlukan guna mempermudah 
penyelesaian proses yang harus dilakukan. Dalam fatwa disebutkan 
juga penundaan ini sangat diperlukan sebagai proses penyelesaian 
yang tidak dapat dihindari. Walaupun dalam literatur disebutkan 
bahwa jual-beli sharf hanya dapat dilakukan dengan cara tunai. 
Kebiasaan transaksi dengan menunda penyersahan objek jual 
sesuai dengan ekonomi konvensional yang menyebut transaksi spot 
(Spot Transaction) sebagai transaksi yang dalam pelaksanaannya  
menyerahkan valas dengan ketetapan 2 hari kerja berikutnya. 
Misalnya jual-beli uang ditutup pada tanggal 10 maka valas akan 
diseraahkan pada tanggal 12, namun apabila setelah 2 hari tersebut 
merupakan hari ahad atau libur nasional maka valas dapat diserahkan 
hari berikutnya atau disebut dengan value date. Dalam ekonomi 
konvensional transaksi spot, memiliki tiga cara penyerahan yaitu 
value today (penyerahan objek dilakukan pada hari transaksi), value 
tomorrow (penyerahan dilakukan satu hari setelah transaksi), value 
spot (penyerahan objek dilakukan dua hari setelah adanya transaksi.
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Pemaparan tersebut dapat menggambarkan dengan baik bagaimana 
fatwa DSN-MUI menilai suatu kebiasaan dalam transaksi spot sebagai 
salah satu hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Kebiasaan 
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masyarakat dalam melakukan transaksi spot sesuai ekonomi 
konensional menjadi rujukan dalam keputusannya. Praktek dalam 
ekonomi konvensional, penyerahan objek dua hari setelah transaksi 
dilakukan telah berlaku, dipakai, diketahui serta diakui oleh 
masyarakat. Kemudian keputusan Fatwa DSN-MUI menyatakan 
bahwa transaksi berupa penundaan penyerahan objek jual diakui 
sebagai „urf tijari. Namun dalam mengambil „urf tijari sebagai salah 
satu pertimbangan, DSN-MUI harus memberikan batasan dan 
menelaah lebih lanjut mengenai kebiasaan dalam transaksi spot, 
apakah kebiasaan tersebut termasuk „urf shahih atau „urf fasid,  hal ini 
sangat diperlukan guna menghindari kesalahan dalam pertimbangan 
fatwa.  
4. Jaminan berupa bukti kepemilikan yang terdapat dalam Fatwa DSN-
MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang rahn tasjily  
Berdasarkan Fatwa tentang rahn tasjily yang menyebutkan dalam 
keputusannya bahwa jaminan yang diberikan kepada pihak piutang 
boleh berupa bukti kepemilikan tanpa menyerahkan barang jaminan 
kepada murtahin. Hal ini diperbolehkan dengan berbagai ketentuan 
yaitu: bukti kepemilikan diberikan kepada murtahin, penyimpanan 
jaminan berupa bukti kepemilikan kepada murtahin tidak mengubah 
kepemilikan kepada murtahin, rahin memeberikan kewenangan 
kepada murtahin untuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi 
wanprestasi atau rahin tidak dapat melunasi hutangnya. Pada 
dasarnya, dengan digunakannya akad rahn, marhun berada pada kuasa 
murtahin. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-
Baqarah ayat 283: 
 ٌةَضوُبْقَم ٌناَِىرَف اًِبتاَك اوُد َِتَ َْلَو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedangkan kamu tidk memperoleh penulis, maka hendaklah ada 





Tujuan (maqshad) dari ketentuan ini yaitu memberikan kekuasaan 
padan murtahin untuk mengeksekusi marhun. Hal yang sama tidak 
akan dapat dilakukan jika marhun masih berada di tangan rahin. 
Namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci mengenai 
lafadz fa rihanun maqbudhah, maka dalam hal ini standar yang 
digunakan adalah „urf. seperti dalam kaidah fikih: 
فرعلا لىإ عجرياقلطم عرشلادروام لك 
“semua shara yang pernah dilakukan, atau petugas untuk itu, tidak 
dalam bahasa yang karena kebiasaan.” 
Berdasarkan maqasid tersebut maka marhun tidak harus berada di 
tangan murtahin tetapi bagaimana marhun itu bisa menjadi jaminan 
dan dapat di eksekusi.
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 Hal yang menyangkut mengenai jaminan disebutkan dalam usaha 
gadai.  Praktek konvensional menyebutkan bahwa usaha gadai adalah 
menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah 
uang dan dapat ditebus kembali saat peminjam dapat menyelesaikan 
pinjamannya. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang 
jaminan. Manfaat adanya jaminan bagi debitur yaitu untuk 
memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam 
mengembangkan usahanya, serta menjadi motivasi untuk memenuhi 
janji. Sedangkan manfaat bagi kreditur yaitu untuk memberikan rasa 




1. Jaminan yang bersifat umum 
Merupakan jaminan yang diberikan bagian kepentingan 
kreditur dan menyangkut semua harta debitur. 
2. Jaminan yang bersifat khusus 
Merupakan jaminan yang akan diserahkan dengan penujukan 
atau penyerahan suatu barang/ benda secara khusus, sebagai 
jaminan untuk pelunasan hutang debitur baik kebendaan atau 
perorangan kepada kreditur tertentu. 
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3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan 
Jaminan yag berupa kebendaan yaitu hak mutlak atas barang 
tersebut.  Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan 
dilembagakan dalam bentuk: hipotek, gadai, hak tanggungan dan 
fidusia. 
Pemberian bukti kepemilikan yang telah cukup dijadikan 
sebagai jaminan dalam praktek konvensional di sebut dengan jaminan 
fidusia. Nampaknya untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi 
pengusaha kecil khususnya dan pengusaha menengah umumnya, saat 
ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi 
pengusaha kecil tersebut yakni melalui Jaminan Fidusia yang diatur 
dengan UU No. 42 tahun 1991 tentang Jaminan Fidusia yakni 
sebagaimanan jaminan adalah barang-barang bergerak. Dengan 
jaminan Fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan 
barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut masih dapat 
dipergunakan kelancaran usahanya. Dalam fidusia ini adanya 
kepercayaan dari pihak pemilik modal kepada para pengguna, 
misalnya pengusaha taksi, mobil taksi tetap dioperasikan.
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Praktek konvensional yang ada dalam masyarakat menyebutkan 
mengenai pemanfaatan jaminan. Jaminan masih bisa di manfaatkan 
oleh debitur, hanya saja bukti kepemilikan yang ada diserahkan 
kepada kreditur. Dalam hal eksekusi jaminan, kreditur memiliki 
wewenang secara penuh terhadap jaminan apabila debitur melakukan 
wanprestasi.  
Fatwa DSN-MUI memberikan keputusan bahwasanya barang yang 
dijadikan jaminan tidak harus berada pada murtahin. Jaminan dapat 
berupa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh rahin. Hal ini sesuai 
dengan praktek yang telah dilakukan oleh ekonomi konvensional 
perihal gadai. Kebiasaan masyarakat yang ingin menjaminkan suatu 
barang hanya dengan memberikan bukti kepemilikan menjadi 
kebiasaan yang diakui sebagai „urf tijari. Pemberian bukti 
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kepemilikan dianggap cukup untuk menjamin manfaat adanya 
jaminan dapat terpenuhi. Walaupun murtahin tidak dapat mengambil 
manfaat secara langsung terhadap barang tersebut. Namun dalam hal 
rahin melakukan wanprestasi kewenangan murtahin terhadap barang 
jaminan memperbolehkan untuk menjual/ melelangnya. Kebiasaan 
tersebut merupakan kebiasaan yang bersifat baik serta dengan sedikit 
modifikasi agar sesuai dengan syariah. 
5. Ganti Rugi 
Ekonomi konvensional lebih menggunakan denda bagi pihak yang 
melakukan pelanggaran atau tidak melakukan perjanjian yang telah 
dibuat. Denda yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional 
ini selain sebagai alat disiplin, hasil dari denda yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan konvensional masuk dalam keuntungan yang 
didapat oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih yang 
menyatakan:  
ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك 
“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah 
riba.”  
Denda merupakan kebiasaan transaksi dalam ekonomi konensional 
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu dalam 
memberikan keputusan terhadap persoalan ganti rugi yang diajukan 
oleh masyarakat, DSN-MUI melihat bahwa ganti rugi merupakan 
transaksi yang tepat dilakukan sebagai pengganti dari denda yang 
dilakukan oleh ekonomi konvensional. 
B. ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KEPUTUSAN FATWA DSN-
MUI DENGAN ‘URF TIJARI 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu fatwa 
merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid atau mufti) yang dapat 
dihasilkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ijtihad merupakan usaha 





al-Quran. Tanpa adanya ijtihad maka perkembangan hukum islam akan 
mengalami stagnasi yang dapat diartikan dengan tidak akan lahir fatwa-
fatwa dalam persoalan yang muncul. Menurut Dr. H. Rafli Nazary 
mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung 
jawabkan bahwa hukum Islam pada umumnya dihasilkan dari hasil ijtihad 




Fatwa DSN-MUI dalam menentukan sebuah kebiasaan yang tergolong 
sebagai „urf tijari merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertera 
pada kitap-kitap fikih klasik. Menghadapi keadaan yang selalu berubah 
dan pola pikir manusia yang telah berkembang dengan cepat serta 
menghasilkan inovasi dan sebagainya, maka hukum logika sangat 
diperlukan dalam pengambilan keputusan atas boleh atau tidaknya suatu 
transaksi dilakukan salah satunya yaitu dengan mengkaji lebih dalam 
terhadap „urf tijari. „Urf merupakan salah satu metode ijtihad yang 
digunakan apabila persoalan tersebut tidak tertulis dalam dali-dalil secara 
jelas. Justifikasi praktek-praktek konvensional dalam putusan yang di buat 
oleh DSN-MUI setelah menghasilkan sebuah fatwa sangatlah kentara. Hal 
tersebut terbukti dengan adanya keputusan yang memperbolehkan akad 
yang telah ada. Walaupun dalam putusannya ‟urf tijari tidak akan mejadi 
satu-satunya metode yang digunakan. 
„Urf  tijari merupakan kebiasaan yang telah diketahui, diakui dan 
dipakai oleh masyarakat luas (sebagian besar), namun „urf tijari tidak 
dapat selalu digunakan / dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-
hari. „Urf tijari  hanya dapat terus dilakukan atau digunakan dalam 
kehidupan apabila  „urf tersebut adalah „urf shahih. Proses untuk 
menentukan sebuah kebiasaaan merupakan „urf shahih, pengkajian 
mendalam terhadap kebiasaan transaksi yang dilakukan sangatalah 
penting.  Kebiasaan dalam hal transaksi hanya dapat dikatakan atau 
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dikategorikan sebagai „urf shahih apabila „urf tersebut tidak bertentangan 
dengan syariat. Berentangan dengan syariat dalam hal ini memiliki makna 
bahwasanya kebiasaan dalam transaksi tidak boleh melanggar aturan-
aturan maupun batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat, 
seperti halnya gharar, maysir, riba dan sebagainya yang tidak boleh 
dilakukan dalam sebuah transaksi karena merupakan hal-hal yang dilarang 
dalam syariat. Seberapa sering atau sekental apapun pemakaian kebiasaan 
dalam transaksi tidak dapat mengubah apapun. Apabila kebiasaan tersebut 
menyimpang dari yang seharusnya (sesuai dengan syariat) maka kebiasaan 
tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan. Walaupun dengan adanya 
kebiasaan tersebut keuntungan dalam bertransaksi dapat melonjak tinggi 
(bernilai tinggi). 
Sejauh ini praktek-praktek konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia dapat diketahui hukumnya melalui Fatwa DSN-
MUI. Hal tersebut menandakan bahwa apa yang menjadi kebiasaan dalam 
transaksi selalu menjadi sorotan sehingga perlu adanya keputusan hukum 
yang dilakukan setelah berijtihad. Pembahasan yang telah disebutkan 
dalam bab terdahulu mengenai penundaan penyerahan objek jual, 
diberlakukannya uang muka dalam transaksi serta adanya jaminan yang 
tidak berada di tangan orang yang diberikan jaminan (rahn tasjily) yang 
menitikberatkan pada kebaiasaan transaksi yang telah dilakukan perlu 
adanya pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut untukmengetahui 
relevansi antara kebiasaan yang telah dilakukan dengan keputusan fatwa 
DSN-MUI, sebagai berikut: 
1. Uang muka  
Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi 
menyebutkan bahwa penggunaan uang muka sebagai jaminan untuk 
mengatasi resiko dan tanggung jawab hukum dari pihak lain. Uang 
muka merupakan hal yang sangat sering di aplikasikan dalam transaksi 
kredit yang berlaku di Indonesia. Uang muka diberikan kepada penjual 





dalam melakukan transaksi. Seperti yang sering dijumpai yaitu kredit 
motor. Kredit motor merupakan salah satu cara seseorang dapat 
memiliki motor dengan pembayaran awal sebagai uang muka dan 
diseslesaikan sesuai jangka waktu yang di perjanjikan. Besar uang 
muka yang diberikan akan sagat mempengaruhi seberapa serius 
pembeli dalam melakukan transaksi. Kemudian dalam peraturan 
menteri keuangan republik Indonesia Nomor: 43/ PMK.010/ 2012  
Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 
Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan menjelaskan ketentuan-
ketentuan terkait dengan uang muka dalam kredit motor. 
Praktek pemberian uang muka terhadap jual-beli yang akan 
dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat juga sering sekali 
ditemukan. Hal ini digunakan guna memberi rasa percaya pada pihak 
yang bersangkutan. Uang muka menjadi kebiasaan dalam transaksi 
yang tidak bisa lepas dengan mudah. Kemudian dengan adanya 
peraturan dari menteri keuangan terkait pemberian uang muka 
menandakan bahwa seringnya uang muka di gunakan oleh masyarakat 
mengharuskan pemerintah memberikan regulasi agar dalam 
pelaksanaannya lebih tertib. 
Hal tersebut sesuai dengan uang muka dalam jual-beli yang dalam 
fiqih muamalah disebut dengan jual-beli / bai urbun, secara hukum 
menurut Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan jual-beli dengan 
uang muka dengan dalil tindakan yang dilakukan sahabat Umar. 
Diperbolehkannya transaksi jual-beli menggunakan uang muka tidak 
sejalan dengan pendapat Imam Malik, Syafi‟i, dan kalangan rasionalis 
(Hanafiyah) sepakat, bahwa bai urbun hukumnya tidak sah dengan 
dalil hadist Ibn Majah: 
وجام نبا هاور نوبرعلا عيب نع ينه ملسو ويلع للها يلص بينلا 





 Di samping itu ada syarat yang merugikan berupa hibbah  dari 
pembeli kepada penjual jika transaksi gagal menjadi pertimbangan 




Fatwa DSN-MUI memutuskan hukum mengenai uang muka 
melalui keputusan Fatwa DSN-MUI No: 13 tentang Uang Muka 
Dalam Murabahah. Keputusan Fatwa DSN-MUI menyatakan 
bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta uang 
muka. Apabila terdapat kegagalan dalam transaksi maka nasabah harus 
memberikan ganti rugi yang diambil dari uang muka, apabila ganti 
rugi lebih sedikit dari uang muka maka sisanya diserahkan pada pihak 
nasabah. Apabila ganti rugi lebih besar dari uang muka maka LKS 
boleh meminta kekurangan pada nasabah.  
Metode istinbath yang digunakan oleh DSN-MUI dalam 
menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah 
menggunakan dua pendekatan, pertama, dengan menggunakan 
metode maslahat (kemaslahatan), kedua, dengan menggunakan 
metode urf sebagai dasar pertimbangan lain dalam menetapkan fatwa 
tersebut; ketiga, Fatwa DSN-MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang 
muka dalam murabahah tampaknya fatwa tersebut dipengaruhi oleh 
pemikiran/pendapat Imam Ahmad beserta para pengikutnya yang 
membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka.
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Bab terdahulu menyebutkan bahwasanya sebuah kebiasaan yang 
berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan syariah serta 
bersamaan dengan kepentingan umum (maslahat mursalat) maka 
kedudukannya dalam metode istinbath berada tepat setelah ijma‟ 
ulama dan sebelum qiyas. 
2. Bentuk-bentuk Transaksi dalam Jual-Beli Uang 
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Bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan dalam jual-beli uang 
menjadi „urf tijari karena tergolong sebagai kebiasaan dagang. Hal ini 
secara jelas disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang. 
Namun dari keempat bentuk transaksi, hanya ada satu yang boleh 
dilakukan, tiga lainnya tidak boleh dilakukan dengan alasan masing-
masing sebagai berikut: 
a. Transaksi SPOT 
Hukumnya adalah boleh, kebolehan transaksi ini 
disebabkan oleh transaksinya yang dianggap tunai. Transaksi 
dilakukan secara tunai, walaupun nantinya ada penundaan 
penyerahan objek jual sharf. Namun harga yang dipakai adalah 
harga pada hari dilakukannya transaksi. Hal ini sesuai dengan 
hadis yang menerangkan dengan jelas bahwa jual-beli emas dan 
perak riba kecuali secara tunai yaitu Hadits Nabi riwayat Muslim, 
Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin 
Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda: 
 َوْلِاب ُبَى َّذلا َءاَىَو َءاَى َّلاِإ ًاِبر ِِقر   
 “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) 
secara tunai.” 
b. Transaksi Forward 
Hukumnya adalah haram, hal ini didasarkan pada 
penyerahan objek akad yang dilakukan dua hari sampai satu tahun, 
serta harga yang digunakan adalah harga yang disepakati pada saat 
transaksi dilakukan. Kebiasaan dagang ini merupakan „urf tijari 
namun fasad (rusak). Hal ini disebabkan penyerahan objek dengan 
jangka yang panjang serta harga yang dipakai adalah harga yang 
disepakati dalam transaksi sedangkan harga pada saat transaksi 
tidak dapat dipastikan akan sama dengan harga pada saat 
penyerahan objek jual. Namun dalam transaksi ini diperbolehkan 






c. Transaksi Swap dan Transaksi Option: 
Kedua transaksi tersebut hukumnya adalah haram. Hal 
tersebut didasari oleh akibat dari transaksi  swap dan opition yang 
mengandung unsur spekulasi (maysir). Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3: 
 ِنَاطْي َّشلا ِلَمَع ْنِم ٌسِْجر ُمَلاْزَْلْاَو ُباَصَْنْلْاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرَْمْلْا َا َّنَِّإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي َاف ُهوُبِنَتْج
 َنوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل 
 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.” 
Ayat tersebut menerangkan mengenai larangan melakukan 
spekulasi untuk menciptakan transaksi yang bersih dari transaksi-
transaksi yang kurang diperhatikan 
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tidak segala „urf 
tijari dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu 
persoalan hukum. Ketiga bentuk transaksi tersebut justru menjadi 
contoh bahwasanya praktek-praktek konvensional yang 
dijustifikasi oleh DSN-MUI merupakan sebuah tradisi yang 
bukan berupa „urf shahih yang kemudian menjadi pertimbangan. 
Ketiga bentuk transaksi tersebut merupakan„urf fasid yaitu 
kebiasaan dalam bidang ekonomi syariah yang tidak boleh 
dilakukan kembali dan tidak dapat diakui dalam keputusan DSN-
MUI.  
3. Penundaan pemberian objek jual dalam transaksi sharf (jual-beli valas) 
Ekonomi konvensional menyebut valas (valuta asing) sebagai mata 
uang luar negeri seperti dolar Amerika, Inggris, Ringgit Malaysia, Real 





perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta 
asing untuk alat bayar luar negeri.
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Hal mengenai hukum jual-beli uang  memiliki beberapa perbedaan 
pendapat namun perbedaan pendapat yang akan penulis bahas secara 
umum nantinya berhubungan dengan pengambilan kebiasaan sebagai 
landasan dalam keputusan fatwa. jual beli uang diperbolehkan dengan 
dalil-dalil yang digunakan  dalam fatwa DSN-MUI, antara lain: 
a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275: 
 َعْي َبْلا ُللها َّلَحَأَو َبِّرلا َمَّرَحَوا  
     “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 
Dalil al-Quran yang di ambil ini masih bersifat sangat 
umum. Menjelaskan mengenai kebolehan jual-beli dan haramnya 
melakukan riba. Lafal al-bay‟a dalam ayat tersebut merupakan 
lafadz „amm yang menerangkan tentang segala jual-beli dan tidak 
dikhususkan pada jual-beli uang. Namun dalil ini menjadi dasar 
umum kebolehan akad jual-beli. 
b. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi 
s.a.w. bersabda:  
 ُع ْ يَِبت َلا َِقرَوْلا اوُع ْ يَِبت َلاَو ،ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب اْو ُّفِشُت َلاَو ٍلِْثبِ ًلاْثِم َّلاِإ ِبَى َّذلِاب َبَى َّذلا او
 ٍزِجاَِنب اًِبئاَغ اَه ْ نِم اوُع ْ يَِبت َلاَو ،ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب اوُّفِشُت َلاَو ٍلِْثبِ ًلاْثِم َّلاِإ ِِقرَوْلِاب)ملسلما هاور( 
"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama 
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian 
yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama 
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian 
yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang 
tidak tunai dengan yang tunai." 
Hadist ini merangkan bahwa jual-beli emas dan perak dengan 
sesamanya diperbolehkan asalkan nilainya sama dan dilakukan 
secara tunai. Bahkan dalam hadis yang juga disebutkan dalam 
fatwa menyatakan bahwa transaksi ini harus dilakukan secara 
tunai. Lafadz larangan melakukan secara tidak tunai terdapat dalam 
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hadiist Nabi dengan redaksi lafadz naha yang memiliki arti 
larangan.  
Dalil-dalil yang digunakan dalam keputusan fatwa sekali lagi dapat 
dikatakan bahwa dali-dalil yang telah disebutkan membuka 
kemungkinan menggunakan metode istinbat lain untuk memperkuat. 
Dalam dalil-dalil tersebut di atas menyatakan bahwa jual-beli uang 
diperbolehkan dengan ketentuan: 
a. Apabila jual-beli uang tersebut dengan jenis yang sama maka 
jumlah yang diberikan harus sama. Contoh: jual beli uang rupiah, 
maka nilainya harus sama. 
b. Apabila jual-beli uang dilakukan maka harus dilakukan secara 
tunai. 
Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang menyebutkan empat 
transaksi yaitu; transaksi spot, forward, swap option. Dari keempat 
transaksi tersebut keputusan fatwa menyatakan bahwa transaksi yang 
boleh digunakan dalam islam hanya transaksi spot. Transaksi Spot 
diperbolehkan karena dilakukan secara tunai, sedangkan tiga lainnya 
tidak dilakukan secara tunai. Namun dalam keputusan fatwa 
menyebutkan bahwa penundaan penyerahan objek jual boleh 
dilakukan.  
 Penundaan penyerahan objek akad yang dilakukan dalam transaksi 
spot diperbolehkan selain dianggap sebagai proses penyelesaian akad, 
kebiasaan masyarakat atau sebagian golongan yang telah melakukan 
transaksi ini memang mengguakan waktu dua hari sebagai waktu 
penyelesaian. Kebiasan ini dianggap sebagai kebiasaan yang baik („urf 
shahih) karena tidak melanggar aturan yang telah ada dalam syara‟. 
Dalam hal penundaan ini tidak mempengaruhi jumlah uang atau hal 
lain akibat dari pemberian objek jual yang dapat diberikan setelah 2 
hari transaksi. Hal ini dipertegas untuk menghindari kemungkian 






Proses penyelesain transaksi dalam jual-beli uang ini di ambil 2 
hari, bukan 3 ataupun 4 karena melihat kebiasaan yang dilakukan 
terkait transaksi ini.penundaan selama dua hari ini murni karena 
kebiasaan yang telah dilakukan. Bukan karena mengambil dari dali-
dalil yang telah termaktub.  
4. Rahn Tasjily 
Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi 
barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 
(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada 
murtahin. Dalam hal ini barang yang menjadi jaminan masih dapat 
dimanfaatkan oleh rahin hanya saja rahin tidak memegang bukti 
kepemilikan atas barang tersebut. 
Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam fikih klasik yang 
menerangkan secara rinci mengenai barang yang akan dijadikan 
jaminan antara lain sebagai berikut: 
a. Penahanan marhun, rahin tidak berhak menarik kembali barang 
yang telah dijaminkan dan murtahin berhak memiliki otoritas 
terhadap jaminan untuk menahan dibawah kuasanya. 
b. Pemanfaatan marhun, rahin tidak dapat mengambil manfaat dari 
mmarhun kecuali atas ijin murtahin dan begitupun sebaliknya. 
Dalil yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Rahn Tasjily 
untuk menyatakan kebolehan pemberikan bukti kepemilikan sebagai 
jaminan yaitu surat al-Baqarah ayat 283: 
 َف اًِبتاَك اْوُد َِتَ َْلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو ٌةَضْو ُبْقَم ٌناَِىر  
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh 
seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang ..."  
Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan mengenai akad 
rahn yaitu memberikan jaminan sebagai pegangan untuk pemberi 
hutang apabila tidak ada saksi. Ayat tersebut tidak memberi 





“maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” memiliki 
makna yang luas. Apakah tanggungan berupa barang yang diserahkan 
kepada murtahin atau hanya berupa barang bukti yang membuat 
pemegang bukti kepemilikan tersebut memiliki otoritas. 
Ayat yang digunakan sebagai landasan hukum tersebut masih 
bersifat umum, sehingga tidak menutup kemungkinan ulama berijtihad 
menggunakan urf. kebiasaan yang dipakai dalam masyarakat ketika 
melakukan transaksi gadai atau pada saat memberikan jaminan sangat 
berpengaruh pada keputusan fatwa ini. Pemberian barang jaminan 
berupa bukti kepemilikan telah di anggap cukup dalam transaksi untuk 
menjamin kepercayaan para pihak.  
Fatwa DSN-MUI juga menyebutkan hadis  yang digunakan 
dalam fatwa sebagai landasan hukum setelah al-Quran. Hadis tersebut  
diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: 
 ،ًانْوُىْرَم َناَك اَذِإ ِوِتَقَف َِنب ُبَرْشُي ِّر َّدلا َُبََلَو ،ًانْوُىْرَم َناَك اَذِإ ِوِتَقَف َِنب ُبَْكر ُي ُرْهَظلا ُبَْكر َي ْيِذَّلا ىَلَعَو
 ُةَقَفَّ نلا ُبَرْشَيَو. 
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang 
menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, 
kecuali Muslim dan al-Nasa'i) 
Hadist tersebut menjelaskan mengenai marhun  yang dapat digunakan 
oleh murtahin dengan memenuhi syarat-syarat yang diajukan. Dan 
kewajiban bagi murtahin untuk memeberikan uang atas pemanfaatan 
yang telah digunakan kepada marhun, namun hadis ini tidak 
menjelaskan tata cara pemanfaatan (letak) marhun secara rinci. 
Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan barang bukti kepemilikan 
sebagai jaminan sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa 
kebiasaan yang dilakukan oleh mayarakat dapat menjadi sebuah 
hukum syara‟. Kaidah tersebut berbunyi: 





"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan 
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan 
dengan syariat)." 
Kebiasaan berupa memberikan bukti kepemilikan sebagai jaminan 
merupakan kebiasaan yang oleh fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai 
landasan dalam memutuskan persoalan ini. Fatwa DSN-MUI 
menjadikan kebiasaan ini sebagai landasan setelah mengkaji terlebih 
dulu kebiasaan tersebut. Pemberian jaminan berupa bukti kepemilikan 
jika dilihat dari kaca mata syariah termasuk dalam kebiasaan yang 
baik („urf shahih). Hal ini di sebabkan oleh adanya jaminan berupa 
bukti kepemilikan tidak berpotensi menimbulkan gharar, maysir dan 
sebagainya. Potongan ayat dalam surat al-Baqarah, mengenai 
perkataan “hendaknya ada tanggungan” tidak memberikan perintah 
kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut kepada murtahin. 
Kebiasaan dalam memberikan bukti kepemilikan justru memberikan 
keuntungan kepada kedua-belah pihak. Dalam hal ini rahin masih bia 
menggunakan barang jaminan atas ijin dari murtahin dengan syarat-
syarat yang ditentukan, begitu pua murtahin yang memiliki kuas 
terhadap rahin tanpa harus memikirkan tempat pemeliharaan dan hal-
hal terkait dengan marhun. 
5. Ganti rugi 
Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi 
menggunakan dalil berupa al-Quran, Hadis, kaidah fikih dan pendapat 
ulama kontemporer. Firman Allah SWT yang digunakan dalam fatwa 
ini yaitu surat al-Baqarah ayat 194: 
 َّللا َّنَأ اْوُمَلْعاَو ،َوَّللا اوُقَّ تاَو ،ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا اَم ِلِْثبِ ِوْيَلَع اْوُدَتْعَاف ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا ِنَمَف َْنِقَّتُمْلا َعَم َو 
“maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, 
balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan 
kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa." 
Kemudian dalam hadist Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin 
Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid 





 ُوَت َبْوُقُعَو ُوَضْرِع ُّل ُِيُ ِدِجاَوْلا َُّلَ. 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." 
Kedua dalil tersebut sesuai dengan keputusan fatwa yang 
memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta ganti 
rugi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Namun 
ganti rugi bukanlah hal yang digunakan oleh masyarakat dalam 
ekonomi konvensional. Hal ini terjadi karena dalam ekonomi 
konvensional lebih menggunakan denda sebagai cara untuk membuat 
pihak lain lebih disiplin dalam memenuhi jangka waktu dalam 
perjanjian. Sedangkan cara yang dilakukan oleh ekonomi 
konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau 
tergolong dalam „urf fasid. 
 Uang muka, penundaan objek jual dalam sharf, dan Rahn Tasjily 
merupakan sempel yang di ambil dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan 
oleh DSN-MUI. Hal-hal yang telah disebutkan menekankan bahwa adanya 
„urf tijari menjadi salah satu metode istinbath hukum sangatlah 
berpengaruh. Perkembangan zaman yang telah mengeluarkan inovasi-
inovasi dalam menggunakan ekonomi secara konvensional menuntut islam 
untuk ikut berkembang dalam hal keputusan hukum akan kegiatan-
kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Namun dengan perkembangan 
yang ada hal mustahil untuk tidak mempertimbangkan kegiatan ekonomi 
baru yang telah dilakukan sebagai salah satu pertimbangan besar dalam 
keputusan fatwa. walaupun hal tersebut memberi dampak pada pandangan 
masyarakat terhadap kredibilitas fatwa yang terkesan hanya memberikan 
lebel syariah pada transaksi yang telah sering digunakan dalam akad 
konvensional. 
Pengaruh „urf tijari dewasa ini tidak dapat ditolak. Hakikatnya semua 
fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI adalah kebiasaan masyarakat yang 





menutup kemungkinan cara tersebut bertentangan dengan syariah. 
Kemudian jika dalam putusan, penyebutan „urf tijari tidak terlalu 
ditampakkan dalam pengambilan landasan hukumnya namun fatwa-fatwa 
tersebut ada, diajukan maupun tidak tetaplah dengan sebab „urf tijari. 
Adanya fatwa itu selain melihat bagaimana landasan dalil-dalil yang 
dipakai, juga untuk menentukan apakah urf yang diajukan maupun tidak 
diajukan  itu termasuk yang „urf sahih atau „urf  fasid. Karena tanpa 
adanya kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh ekonomi konvensional, 
ekonomi syariah tidak akan termotivasi berkembang dengan pesat. 
Walaupun ajaran islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya kita 
bertransaksi namun hukum ekonomi syariah tidak akan dibukukan dengan 
baik jika masyarakat tidak memiliki kecenderungan pemakaian transaksi 
secara terus menerus. Bahkan „urf pada masa nabi di mulai dengan melihat 
kebiasaan orang arab dalam melakukan transaksi seperti; 
mudharabah,salam, istishna‟ dan lain-lain, yang kemudian diperbolehkan 
dengan menitikberatkan sebagai „urf tijari shahih. 
Apabila kebiasaan dagang yang dilakukan oleh masyarakat merupakan 
„urf fasid (kebiasaan yang buruk) maka „urf tidak dapat diakui dalam 
keputusan fatwa, hal ini dapat dilihat dari adanya ganti rugi sebagai ganti 
dari kebiasaan ekonomi konvensional yang berupa denda, serta haramnya 
menggunakan transaksi forward, swat dan option. Kedua hal tersebut 
merupakan contoh dari „urf fasid yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan prinsip syariah yaitu mengandung unsur maysir (spekulasi). Hal ini 
menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bukanlah keputusan yang di buat 
tanpa kajian yang dalam terhadap persoalan yang ada. Perkembangan 
ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Sebagian 
besar fatwa DSN-MUI memutuskan kebolehan transaksi dalam praktek-
praktek konvensional. Setiap hukum yang diputuskan dengan 
pertimbangan „urf tijari dapat berubah sesuai dengan perkembangan 
waktu, tempat dan keadaan. Pemaparan tersebut akan lebih mudah 





No ‘URF Fatwa 
Kriteria 
Sebagai ‘Urf 
1. Uang Muka  
No. 13/DSN-MUI/IX/2000 




2. Macam Transaksi 














4. Bukti Kepemilikan 
sebagai Jaminan 
No. 68/DSN-MUI/III/2008 
tentang Rahn Tasjily 
Diterima dan 
dirubah 
5. Denda No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 














Berdasarkan uaraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Fatwa DSN-MUI dalam menentukan transaksi konensional sebagai 
kebiasaan atau ‘urf dengan melihat kebutuhan masyarakat terhadap 
transaksi tersebut yang dipengaruhi dengan penggunaan transaksi. 
Fatwa DSN-MUI melihat kebiasaan transaksi sebagai ‘urf tijari Shahih 
kembali pada kajian-kajian fiqih yang telah ada serta pendapat-
pendapat para ulama. Fatwa DSN-MUI menjustifikasi tradisi dalam 
praktek-praktek konvensional. Kebiasaan transaksi yang dijustifikasi 
dalam keputusan Fatwa DSN-MUI sebagai „urf tijari merupakan 
kebiasaan transaksi yang baik atau di sebut dengan ‘urf tijari shahih. 
‘Urf tijari dapat terus dilakukan dengan membatasi hal-hal tertentu 
agar tetap sesuai dengan prinsip syariah atau kebiasan tersebut harus 
dihilangkan (tidak dipakai lagi) secara keseluruhan karena melalui 
pengkajian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti denda 
yang digunakan dalam ekonomi konvensional dan transaksi jual-beli 
uang selain transaksi spot. Kedua hal tersebut tidak dijadikan landasan 
hukum karena termasuk ‘urf tijari fasid. Sedangkan uang muka dalam 
murabahah, jaminan berupa bukti kepemilikan serta penundaan 
penyerahan objek jual dalam jual-beli uang merupakan’urf tijari 
shahih jadi dapat dijadikan landasan hukum. Fatwa DSN-MUI 
menentukan kelima hal tersebut sebagai ‘urf tijari karena transaksi-
transaksi tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang serta diketahui 
oleh masyarakat luas, yang dalam hal ini transaksi-transaksi tersebut 





2. Relevansi ‘urf tijari dan Fatwa DSN-MUI dapat terlihat dari keputusan 
Fatwa DSN-MUI yang memiliki kesan “men-syariahkan produk 
konvensional” tidak dapat ditolak dan di terima seluruhnya. Kesan 
tersebut memang benar adanya bahwa fatwa DSN-MUI memandang 
akad yang sudah berlangsung pada ekonomi konvensional sebagai 
suatu kebiasaan transaksi atau dagang. Praktek-praktek konvensional 
dijustifikasi ke dalaam fatwa DSN-MUI. Namun kesan tersebut tidak 
dapat diterima secara keseluruhan, karena pengambilan metode 
istinbath menggunakan kebiasan ekonomi konvensional tidaklah 
cukup dengan memasukkannya ke dalam salah satu metode. Fatwa 
DSN-MUI dalam mengambil suatu kebiasaan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam memberikan keputusan melalui berbagai 
pengkajian. Kebiasaan tersebut harus dipelajari dan dipahami terlebih 
dahulu bahwa dengan adanya kebiasaan tersebut tidak memberikan 
dampak buruk bagi masyarakat luas. Serta yang paling ditekankan 
bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah yang telah di atur. Hal ini dapat dilihat dari adanya uang muka, 
rahn tasjily serta penundaan objek jual dalam sharf yang merupakan 
kebiasaan transaksi yang dilakukan dalam ekonomi konvensional yang 
kemudian diperbolehkan hukumnya oleh fatwa DSN-MUI dengan 
tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak dengan denda dalam 
ekonomi konvensional dan transaksi-transaksi dalam jual-beli uang 
selain transaksi spot.  
B. Saran 
1. Masyarakat seharusnya lebih mempelajari dengan seksama terkait fiqh 
muamalah sehingga dalam menanggapi keputusan fatwa DSN-MUI 
bisa dengan pemahaman yang baik. Selain itu masyarakat hendaknya 
tetap mengikuti ulama (tabi’ maupun taqlid) yang telah bersusah 
payah melakukan istinbath untuk menemuakan suatu hukum dalam 





2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia seharusnya lebih 
terbuka dalam memberikan keputusan fatwa. Hal terbuka yang di 
maksud yaitu memberikan penjelasan terhadap tata cara sebuah fatwa 
dapat dikeluarkan sehingga masyarakat lebih terbuka dalam menerima 
keputusan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 
selain itu fatwa DSN-MUI harusnya memberikan batasan-batasan yang 
rinci terhadap keputusannya. Serta memberikan tata cara dalam 
transaksi yang di cari hukumnya dengan jelas. Serta Dewan Syariah 
Nasional harus lebih memperkuat pengawasan terhadap perbankan 
syariah dan lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi transaksi yang 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 
UANG MUKA DALAM MURABAHAH 
 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam 
permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; 
b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan 
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai 
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 
ﻳﺂﻮﺒﺘﹾﻛﺎﹶﻓ ﻰﻤﺴﻣ ٍﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ٍﻦﻳﺪِﺑ ﻢﺘﻨﻳﺍﺪﺗ ﺍﹶﺫِﺇ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﻩ …  
 “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 
utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah….” 
2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
ﻳﺂ ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
 ﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎـﻣﺍ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
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ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ. 
 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 
5. Kaidah fiqh: 
ﹶﺍِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﻲِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﺎﻬ. 
 “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﻟﹶﺍ. 
 “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 
6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual 
beli adalah boleh (jawaz). 
Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 
  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal  17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH 
Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka: 
1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila 
kedua belah pihak bersepakat. 
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 
Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H. 
       16   September    2000 M. 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 




K.H.M.A. Sahal Mahfudh    Dr. H.M. Din Syamsuddin 
FATWA 
DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 
JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) 
 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ  
 
Dewan Syari'ah Nasional setelah, 
Menimbang : a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi 
berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi 
jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang 
sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis; 
  b. bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transak-
si jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk 
transaksi yang status hukumnya dalam pandang 
ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan 
bentuk lain; 
  c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan 
sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang al-sharf untuk dijadikan 
pedoman. 
Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275: 
    …ﱠﻞﺣﹶﺃﻭ ُﷲﺍ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﻡﺮﺣﻭ ﺎﺑﺮﻟﺍ…  
   "…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…." 
  2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari 
Abu Sa'id al-Khudri: 
   ﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮ : ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧِﺇ
 ،ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ) ﻦﺑﺍ ﻪﺤﺤﺻﻭ ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍﻭ ﻲﻘﻬﻴﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﻥﺎﺒﺣ(  
   Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli 
itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan 
(antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan 
Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
  3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, 
Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 
‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: 
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   ﺎِﺑ ﹸﺔﻀِﻔﹾﻟﺍﻭ ِﺐﻫﱠﺬﻟﺎِﺑ ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ ﲑِﻌﺸﻟﺍﻭ ﺮﺒﹾﻟﺎِﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍﻭ ِﺔﻀِﻔﹾﻟ
 ًﺀﺍﻮﺳ ،ٍﻞﹾﺜِﻤِﺑ ﹰﻼﹾﺜِﻣ ِﺢﹾﻠِﻤﹾﻟﺎِﺑ ﺢﹾﻠِﻤﹾﻟﺍﻭ ِﺮﻤﺘﻟﺎِﺑ ﺮﻤﺘﻟﺍﻭ ِﲑِﻌﺸﻟﺎِﺑ
 ﺍﻮﻌﻴِﺒﹶﻓ ﻑﺎﻨﺻَﻷﹾﺍ ِﻩِﺬﻫ ﺖﹶﻔﹶﻠﺘﺧﺍ ﺍﹶﺫِﺈﹶﻓ ،ٍﺪﻴِﺑ ﺍﺪﻳ ،ٍﺀﺍﻮﺴِﺑ
ٍﺪﻴِﺑ ﺍﺪﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫِﺇ ﻢﺘﹾﺌِﺷ ﻒﻴﹶﻛ.  
   “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, 
gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma 
dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan 
syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. 
Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika 
dilakukan secara tunai.” 
  4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu 
Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin 
Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda: 
   َﺀﺎﻫﻭ َﺀﺎﻫ ﱠﻻِﺇ ﺎﺑِﺭ ِﻕِﺭﻮﹾﻟﺎِﺑ ﺐﻫﱠﺬﻟﹶﺍ...  
   “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali 
(dilakukan) secara tunai.” 
  5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-
Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
   ِﺐﻫﱠﺬﻟﺎِﺑ ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ ﺍﻮﻌﻴِﺒﺗ ﹶﻻ ﺍﻮﱡﻔِﺸﺗ ﹶﻻﻭ ٍﻞﹾﺜِﻤِﺑ ﹰﻼﹾﺜِﻣ ﱠﻻِﺇ 
 ﹰﻼﹾﺜِﻣ ﱠﻻِﺇ ِﻕِﺭﻮﹾﻟﺎِﺑ ﻕِﺭﻮﹾﻟﺍ ﺍﻮﻌﻴِﺒﺗ ﹶﻻﻭ ،ٍﺾﻌﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﺎﻬﻀﻌﺑ
 ﺎﺒِﺋﺎﹶﻏ ﺎﻬﻨِﻣ ﺍﻮﻌﻴِﺒﺗ ﹶﻻﻭ ،ٍﺾﻌﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﺍﻮﱡﻔِﺸﺗ ﹶﻻﻭ ٍﻞﹾﺜِﻤِﺑ
ٍﺰِﺟﺎﻨِﺑ.  
   “Janganlah kamu menjual emas dengan emas 
kecuali sama (nilainya) dan janganlah 
menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; 
janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama 
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian 
atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual 
emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan 
yang tunai.”  
  6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan 
Zaid bin Arqam: 
    ِﻕِﺭﻮﹾﻟﺍ ِﻊﻴﺑ ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻰﻬﻧ
ﺎﻨﻳﺩ ِﺐﻫﱠﺬﻟﺎِﺑ.  
   “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan 
emas secara piutang (tidak tunai).”  
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  7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 
    ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ
 ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ.  
   “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan 
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
  8. Ijma.  
Ulama sepakat (ijma') bahwa akad al-sharf disyari'at-
kan dengan syarat-syarat tertentu. 
Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI 
Nomor: UUS/2/878. 
  2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, 
tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M. 
   MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG 
Pertama : Ketentuan Umum 
  Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
  a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) 
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga 
(simpanan) 
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang 
sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-
taqabudh).  
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan 
nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi 
dilakukan dan secara tunai. 
Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing 
  a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan pen-
jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat 
itu (over the counter) atau penyelesaiannya  paling 
lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya 
adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan 
waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian 
yang tidak bisa dihindari ( ِﻪﻨِﻣ ﺪﺑ ُ ﹶﻻ ﺎﻤﻣ) dan merupakan 
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transaksi internasional. 
  b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan 
penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat 
sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan 
datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. 
Hukumnya adalah haram, karena harga yang diguna-
kan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan 
penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal 
harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu 
sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan 
dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan 
yang tidak dapat dihindari (lil hajah). 
  c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau 
penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-
kan dengan pembelian antara penjualan valas yang 
sama dengan harga forward. Hukumnya haram, 
karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 
  d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh 
hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual 
yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta 
asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir 
tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung 
unsur maisir (spekulasi). 
Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-
tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, 
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
                          28    Maret    2002 M. 
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K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
 
FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 
Tentang 
GANTI RUGI (TA’WIDH)  
 ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah, 
Menimbang : a. bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) beroperasi berdasarkan 
prinsip syari’ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik 
yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial 
yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional; 
b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS 
terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau 
kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain 
yang melanggar perjanjian;  
c. bahwa syari’ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang 
bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh 
ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya; 
d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para 
pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang 
menimbulkan kerugian tersebut; 
e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi 
dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat 
penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu; 
f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi 
(ta’widh) untuk dijadikan pedoman. 
Mengingat :  1. Firman Allah SWT.; antara lain: 
a. QS. al-Ma’idah [5]:1: 
 ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺎﻳ… 
“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”. 
b. QS. al-Isra’ [17]: 34: 
…ﹰﻻﻮﹸﺌﺴﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺪﻬﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥِﺇ ،ِﺪﻬﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃﻭ.  
“…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya.” 
c. QS. al-Baqarah [2]: 194: 
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 … ،ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻯﺪﺘﻋﺍ ﺎﻣ ِﻞﹾﺜِﻤِﺑ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﺍﻭﺪﺘﻋﺎﹶﻓ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻯﺪﺘﻋﺍ ِﻦﻤﹶﻓ
ﻦﻴِﻘﺘﻤﹾﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﺍﻮﻤﹶﻠﻋﺍﻭ ،ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ.  
“…maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) 
kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang 
telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.” 
d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280: 
…ﹶﻻ ﻰﹶﻟِﺇ ﹲﺓﺮِﻈﻨﹶﻓ ٍﺓﺮﺴﻋ ﻭﹸﺫ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺇﻭ ؛ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﹾﻈﺗ ﹶﻻﻭ ﹶﻥﻮﻤِﻠﹾﻈﺗ 
ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﺗ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥِﺇ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺮﻴﺧ ﺍﻮﹸﻗﺪﺼﺗ ﹾﻥﹶﺃﻭ ٍﺓﺮﺴﻴﻣ.  
”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan 
jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” 
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:  
a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
ﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ. 
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 
b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, 
Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan 
Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu 
Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu 
Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah): 
ﻢﹾﻠﹸﻇ ﻲِﻨﻐﹾﻟﺍ ﹸﻞﹾﻄﻣ… 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman…” 
c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu 
Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin 
Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 
ﻪﺘﺑﻮﹸﻘﻋﻭ ﻪﺿﺮِﻋ ﱡﻞِﺤﻳ ِﺪِﺟﺍﻮﹾﻟﺍ ﻲﹶﻟ. 
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“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya.” 
d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ.  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 
pula membahayakan orang lain.” 
3. Kaidah Fiqh; antara lain: 
ﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤ. 
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﻟﹶﺍ. 
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 
Memperhatikan :  1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, hlm 342,  
bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan 
kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia 
menyatakan: 
ﺎﻧﺮﹶﻈﻧ ﻪﻌﻨﻣ ﻪﻤﻳِﺮﹶﻏ ﺩﺍﺭﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﺮﹶﻔﺴﻟﺍ ﺩﺍﺭﹶﺃ ﺍﹶﺫِﺇ ﻦﻳﺪﻟﺍ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻦﻣ : ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺈﹶﻓ
ﺪﹸﻗ ﱢﻞِﺤﻣ ﹶﻞﺒﹶﻗ ِﻦﻳﺪﻟﺍ ﱡﻞِﺤﻣ ﻰﹶﻟِﺇ ﻩﺮﹶﻔﺳ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﻞﹾﺜِﻣ ِﺮﹶﻔﺴﻟﺍ ﻦِﻣ ِﻪِﻣﻭ
 ﻪﹶﻠﹶﻓ ،ِﺔﺠِﺤﹾﻟﺍ ﻱِﺫ ﻭﹶﺃ ِﻡﺮﺤﻤﹾﻟﺍ ﻲِﻓ ﱡﻞِﺤﻳ ﻪﻨﻳﺩﻭ ٍﺮﹶﻔﺳ ﻲِﻓ ﱠﻻِﺇ ﻡﻮﹸﻘﻳﹶﻻ ﺞﺤﹾﻟﺍ
ِﺈﹶﻓ ؛ِﻪﱢﻠِﺤﻣ ﺪﻨِﻋ ِﻪﱢﻘﺣ ِﺮﻴِﺧﹾﺄﺗ ﻲِﻓ ﺍﺭﺮﺿ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﱠﻥَﻷ ،ِﺮﹶﻔﺴﻟﺍ ﻦِﻣ ﻪﻌﻨﻣ ﻡﺎﹶﻗﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺭﺮﻀﻟﺍ ﱠﻥَﻷ ،ﺮﹶﻔﺴﻟﺍ ﻪﹶﻠﹶﻓ ،ﱢﻞِﺤﻤﹾﻟﺍ ﺪﻨِﻋ ِﻦﻳﺪﻟﺎِﺑ ﻲِﻔﻳ ﺎﻨﻫﺭ ﻊﹶﻓﺩ ﻭﹶﺃ ﺎﻨﻴِﻤﺿ
ﻚِﻟﹶﺬِﺑ ﹸﻝﻭﺰﻳ. 
“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan 
perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud 
melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan 
sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum 
masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan 
untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji 
sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau 
Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan 
perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian 
(dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat 
jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin 
atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar 
utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan 
tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat 
dihindarkan.” 
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2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang dhaman atau 
ta’widh; antara lain sebagai berikut: 
a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, 
Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998: 
ﺾﻳِﻮﻌﺘﻟﹶﺍ : ِﺄﹶﻄﺨﹾﻟﺍ ِﻭﹶﺃ ﻱﺪﻌﺘﻟﺎِﺑ ِﻊِﻗﺍﻮﹾﻟﺍ ِﺭﺮﻀﻟﺍ ﹸﺔﻴِﻄﻐﺗ ﻮﻫ)٨٧ (  
ِﺾﻳِﻮﻌﺘﻟﺍ ِﻭﹶﺃ ِﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻲِﻓ ﻡﺎﻌﹾﻟﺍ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ : ،ﺎﻨﻴﻋ ِﺭﺮﻀﻟﺍ ﹸﺔﹶﻟﺍﺯِﺇ ﻮﻫ
ِﻂِﺋﺎﺤﹾﻟﺍ ِﺡﹶﻼﺻِﺈﹶﻛ ...ﻤﹶﻛ ﺎﺤﻴِﺤﺻ ﻪﺗﺩﺎﻋِﺇﻭ ِﻒﹶﻠﺘﻤﹾﻟﺍ ﺮﺒﺟ ﻭﹶﺃ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎ
 ﺐﺟﻭ ﻚِﻟﹶﺫ ﺭﱠﺬﻌﺗ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ،ﺎﺤﻴِﺤﺻ ِﺭﻮﺴﹾﻜﻤﹾﻟﺍ ِﺓﺩﺎﻋِﺈﹶﻛ ِﻥﺎﹶﻜﻣِﻹﹾﺍ ﺪﻨِﻋ
 ﻱِﺪﹾﻘﻨﻟﺍ ِﻭﹶﺃ ﻲِﻠﹾﺜِﻤﹾﻟﺍ ﺾﻳِﻮﻌﺘﻟﺍ)٩٤(  
 ِﺓﺪﱠﻛﺆﻤﹾﻟﺍ ﺮﻴﹶﻏ ﹸﺓﺮِﻈﺘﻨﻤﹾﻟﺍ ﹸﺓﺭﺎﺴﺨﹾﻟﺍﻭ ِﺢِﻟﺎﺼﻤﹾﻟﺍ ﻉﺎﻴِﺿ ﺎﻣﹶﺃﻭ) ِﻱﹶﺃ
ﹸﺔﹶﻠﺒﹾﻘﺘﺴﻤﹾﻟﺍ (ﹶﺃﹸﺔﻳِﻮﻨﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻭﹶﺃ ﹸﺔﻴِﺑﺩَﻷﹾﺍ ﺭﺍﺮﺿَﻷﹾﺍ ِﻭ  ﻲِﻓ ﺎﻬﻨﻋ ﺽﻮﻌﻳ ﹶﻼﹶﻓ
 ﺩﻮﺟﻮﻤﹾﻟﺍ ﹸﻝﺎﻤﹾﻟﺍ ﻮﻫ ِﺾﻳِﻮﻌﺘﻟﺍ ﹶﻞﺤﻣ ﱠﻥَﻷ ِ ،ﻲِﻬﹾﻘِﻔﹾﻟﺍ ِﻢﹾﻜﺤﹾﻟﺍ ِﻞﺻﹶﺃ
 ﺎﻋﺮﺷ ﻡﻮﹶﻘﺘﻤﹾﻟﺍﻭ ﹰﻼﻌِﻓ ﻖﱠﻘﺤﻤﹾﻟﺍ)٩٦) ( ﺔﻳﺮﻈﻧ ،ﻲﻠﻴﺣﺰﻟﺍ ﺔﺒﻫﻭ
ﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ،ﻖﺸﻣﺩ ،ﺮﻜﻔ١٩٩٨( 
“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi 
akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87). 
“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat 
berupa:  
(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), 
seperti memperbaiki dinding...  
(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali 
seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan 
benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal 
tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan 
benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93). 
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya 
kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau 
kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal 
tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu 
karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret 
serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” 
(h. 96). 
b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, Mafahim 
Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma’had 
al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996: 
 ِﺮﻴِﺧﺄﺘﻟﺍ ِﺀﺍﺮﺟ ﻦِﻣ ﹰﻼﻌﹶﻓ ِﻞِﺻﺎﺤﹾﻟﺍ ِﺭﺮﻀﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻩﺭﺍﺪﻣ ِﻞﹾﻄﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﺎﻤﺿ
 ِﺩﺍﺪﺴﻟﺍ ِﻡﺪﻌِﻟ ﹰﺔﻴِﻌﻴِﺒﹶﻃ ﹰﺔﺠﻴِﺘﻧ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ،ِﺩﺍﺪﺴﻟﺍ ﻲِﻓ)١١٥( 
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“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang 
mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil 
akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan 
akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.” 
c. Pendapat ulama yang membolehkan ta’widh sebagaimana 
dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, Hukm al-Gharamah al-
Maliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah: al-Ma’had al-
‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997: 
 ،ِﺾﻳِﻮﻌﺘﻟﺎِﺑ ﱠﻻِﺇ ﹶﺔﹶﻟﺍﺯِﺇ ﹶﻻﻭ ،ِﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ِﺪِﻋﺍﻮﹶﻗ ﺐﺴﺣ ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﻟﹶﺍ
ِﺋﺍﺪﻟﺍ ﺪﻴِﻔﺗ ﹶﻻ ِﻞِﻃﺎﻤﻤﹾﻟﺍ ِﻦﻳِﺪﻤﹾﻟﺍ ﹸﺔﺒﹶﻗﺎﻌﻣﻭﺭﻭﺮﻀﻤﹾﻟﺍ ﻦ .  
 ﻮﻫﻭ ،ﻪﻤﹾﻜﺣ ﹶﺬﺧﺄﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻲِﻐﺒﻨﻳﻭ ،ﺐﺼﻐﹾﻟﺍ ﻪِﺒﺸﻳ ﻖﺤﹾﻟﺍ ِﺀﺍﺩﹶﺃ ﺮﻴِﺧﹾﺄﺗ
 ،ِﺭﻮﻬﻤﺠﹾﻟﺍ ﺪﻨِﻋ ِﺐﺼﻐﹾﻟﺍ ﹶﺓﺪﻣ ِﺏﻮﺼﻐﻤﹾﻟﺍ ﻊِﻓﺎﻨﻣ ﻦﻤﻀﻳ ﺐِﺻﺎﻐﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ
ﹶﻠﻫ ﻮﹶﻟ ِﺏﻮﺼﻐﻤﹾﻟﺍ ﹶﺔﻤﻴِﻗ ِﻪِﻧﺎﻤﺿ ِﺐﻨﺟ ﻰﹶﻟِﺇ ﻚ)١٥-١٦( 
“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah 
dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; 
sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang 
menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan 
manfaaat bagi kreditur yang dirugikan. 
Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena 
itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa 
pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang 
di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, 
di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang 
tersebut bila rusak.” 
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. 
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan 
Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS 
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di 
Lippo Karawaci-Tangerang. 
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 
Agustus 2004. 
    Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH) 
Pertama :  Ketentuan Umum 
1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang 
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 
menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian 
pada pihak lain.  
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2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas. 
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya 
riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya 
dibayarkan.  
4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 
(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut 
dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential 
loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau 
al-furshah al-dha-i’ah). 
5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) 
yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ 
serta murabahah dan ijarah.  
6.  Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya 
boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam 
musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi 
tidak dibayarkan. 
Kedua : Ketentuan Khusus 
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil 
dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan 
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 
Ketiga : Penyelesaian Perselisihan 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
Keempat : Ketentuan Penutup 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
 Ditetapkan di :  Jakarta 
 Tanggal  :  24 Jumadil Akhir 1425 H 
 11     Agustus     2004 M 
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FATWA  





ﹺﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ﹺﻢﺴﹺﺑ 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah 
pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang 
dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang 
tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang; 
b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk 
melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai 
oleh peminjam jika terjadi wanprestasi; 
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan 
pedoman. 
Mengingat : 1. Firman Allah SWT.: 
ﹲﺔﺿﻮﺒﹾﻘﻣ ﹲﻥﺎﻫﹺﺮﹶﻓ ﺎﺒﺗﺎﹶﻛ ﺍﻭﺪﹺﺠﺗ ﻢﹶﻟﻭ ﹴﺮﹶﻔﺳ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇﻭ …)ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ :٢٨٣(  
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang ...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283) 
2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain 
1) Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: 
 ﻰﹶﻟﹺﺇ  ﻱﺩﻮﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻌﹶﻃ ﻯﺮﺘﺷﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ
ﺪﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺎﻋﺭﺩ ﻪﻨﻫﺭﻭ ﹴﻞﺟﹶﺃ. 
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 
makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-
Bukhari dan Muslim) 
2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 
 Rahn Tasjily     
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ﱠﻟﺍ ﻪﹺﺒﺣﺎﺻ ﻦﻣ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﻖﹶﻠﻐﻳ ﹶﻻﻪﻣﺮﹸﻏ ﻪﻴﹶﻠﻋﻭ ﻪﻤﻨﹸﻏ ﻪﹶﻟ ،ﻪﻨﻫﺭ ﻱﺬ 
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-
Daraquthni dan Ibnu Majah) 
3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 
 ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻪﺘﹶﻘﹶﻔﻨﹺﺑ ﺏﺮﺸﻳ ﺭﺪﻟﺍ ﻦﺒﹶﻟﻭ ،ﺎﻧﻮﻫﺮﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻪﺘﹶﻘﹶﻔﻨﹺﺑ ﺐﹶﻛﺮﻳ ﺮﻬﱠﻈﻟﹶﺍ
ﹸﺔﹶﻘﹶﻔﻨﻟﺍ ﺏﺮﺸﻳﻭ ﺐﹶﻛﺮﻳ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋﻭ ،ﺎﻧﻮﻫﺮﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ. 
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki 
dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung 
biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan 
memerah susu tersebut wajib menanggung biaya 
perawatan dan pemeliharaan." (HR  Jama’ah, kecuali 
Muslim dan al-Nasa’i) 
3. Ijma’: 
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). 
4. Kaidah Fiqih: 
١(  ﺎﻬﻤﻳﹺﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻﹺﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹸﻞﺻَﻷﺍ. 
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
٢(  ﺪﹶﻗ ﹸﺔﺟﺎﺤﹾﻟﹶﺍ ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﹶﺔﹶﻟﹺﺰﻨﻣ ﹸﻝﹺﺰﻨﺗ  
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” 
٣(  ﹺﻉﺮﺸﻟﺎﹺﺑ ﺖﹺﺑﺎﱠﺜﻟﺎﹶﻛ ﻑﺮﻌﹾﻟﺎﹺﺑ ﺖﹺﺑﺎﱠﺜﻟﹶﺍ 
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ 
(selama tidak bertentangan dengan syari’at.” 
Memperhatikan : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007. 
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional MUI 
pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008. 
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Pertama : Ketentuan Umum 
Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang 
tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam 
penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya 
diserahkan kepada murtahin; 
Kedua: :  Ketentuan Khusus 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 
utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada 
murtahin; 
b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah 
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan  
kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi 
wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun 
dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang 
atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah; 
c. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk 
mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi 
atau tidak dapat melunasi utangnya; 
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin  harus dalam batas 
kewajaran sesuai kesepakatan; 
e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah 
kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin; 
f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 
marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang 
diberikan; 
g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut 
didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya 
berdasarkan akad Ijarah.  
h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh 
Rahin. 
Ketiga : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily 
tetap berlaku. 
Keempat : Ketentuan Penutup 
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, 
dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional atau melalui Pengadilan Agama  
 Rahn Tasjily     
 
Dewan Syariah Nasional MUI 
4 
2.  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.  
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H 
  06 Maret 2008 M 
 
 
DEWAN SYARIAH NASIONAL 
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